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Abstrak 

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang 

Sumber Daya Air dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya 

Air oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan segala bentuk 

regulasi dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.  

Pergeseran yuridis tersebut tentunya memberikan dampak terhadap perusahaan tata kelola 

air di Indonesia.  Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang akibat hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air dan 

ditinjau prespektif hukum islam. Tinjauan hukum Islam yang digunakan adalah metode al-

maslahah al-mursalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola 

air dan untuk mengetahui akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian 

hukum yuridis-normatif.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach)  dan 

pendekatan hukum Islam. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder 

dan tersier.  Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, 

pengkajian bahan hukum dan intentarisasi bahan hukum. Metode pengolahan bahan 

hukum dilakukan dengan teknik deduktif. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air adalah, pertama, dengan 

landasan bahwa aktifitas perusahaan tata kelola air yang masih terus menerus 

memanfaatkan sumber daya air tanpa kekuatan hukum yang jelas atau secara illegal, bisa 

dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan sumber daya air yang dapat 

menimbulkan kerugian Negara sebagaimana tercantum pasda Pasal 15 Ayat (2) UU 

Pengairan.  Kedua, UU Pengairan belum sepenuhnya menegaskan negara sebagaia satu-

satunya yang berhak untuk mengelola sumber daya air.  Berdasarkan al-maslahah a-

lmursalah Sumber Daya Air dengan  hak usaha air menjadikan air sebagai salah satu 

sumber mata pencaharian yang juga keberadaaanya diakui sebagai hifdz an-maal.  

Pemerintah harusnya membuat peraturan yang tegas karena sebagaimana al-maslahah al-

mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (jalb al-

mashalih wa dar’u al-mafasid). 
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Abstract 

The Constitutional Court has canceled Statute No. 07 Year 2004 on Water Resources 

because contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Statute No. 

07 Year 2004 on Water Resources by the Constitutional Court has no binding legal force 

and all forms of regulation returned to Statute Number 11 Year 1974 About irrigation. The 

juridical shift certainly have an impact on water management company in Indonesia. 

Therefore, this study discusses the legal consequences of the Constitutional Court Number 

85 / PUU-XI / 2013 against the company's water governance and reviewed the perspective 

of Islamic law. The research focus is on the legal consequences that arise after the 

Constitutional Court ruling against the company's water governance in Indonesia and 

assessed based on Islamic law, which reviews laws of Islam is the method of al-maslahah 

al-mursalah. The purpose of this study was to determine the legal consequences of the 

Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 2013 against the company's water governance 

and to determine the legal consequences of the decision, the perspective of Islamic law. 

This research is a normative-juridical law. The approach used is the statute approach, the 

conceptual approach and the approach of Islamic law. Legal materials consisting of 

primary legal materials, secondary and tertiary. The method of collecting legal material to 

the determination of legal materials, assessment intentarisasi legal materials and legal 

materials. Material processing method performed by using deductive. The legal 

consequences of the Constitutional Court Number 85 / PUU-XI / 2013 against the 

company's water management is, first, on the grounds that the company's activities water 

governance which still continues to utilize the water resources without the power of a clear 

legal or illegal, can be categorized as form of theft or appropriation of water resources 

which can result in losses as stated pasda State Article 15 Paragraph (2) of the Act 

Watering. Second, the Act has not been fully affirmed Watering sebagaia the only country 

that has the right to manage water resources. Based al-maslahah al-mursalah Water 

Resources with the right business for the air makes the water as a source of livelihood also 

hifdz a--maal. The government should make strict rules because, as al-maslahah al-

mursalah is to realize the benefit and avoid damage (jalb al-mashalih dar'u wa al-

mafasid). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber Daya Air (SDA) yang merupakan bagian dari sumber daya alam 

mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air 

adalah sumber daya yang terbarui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi 

yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan 

sifat. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa air merupakan 

kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, binatang maupun tumbuh-

tumbuhan, yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain. Karena itu hak 

kepemilikan air hanya pada negara agar dapat menjamin kehidupan.1 

Air yang merupakan salah satu dari sumber daya alam, menjadi hak dasar 

dari kebutuhan manusia, yang menjadikannya suatu harta yang harus dilindungi 

keberadaannya. Keberadaan sumber daya air, yang merupakan hak konstitusional 

setiap warga Indonesia menjadi sangat penting.  Namun realitasnya, air sering 

menjadi kepentingan pihak individu tertentu, bukan kepentingan publik yang 

seyogyanya untuk kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam konstitusi.  Air 

yang memiliki potensi alamiah (kebutuhan hidup) kini direkayasa sedemikian 

rupa menjadi potensi komersial.  Hal ini sepatutnya tidak perlu terjadi di negeri 

yang kaya dengan sumber daya air.  Air yang seyogyanya menjadi hak setiap 

lapisan warga Indonesia, karena hak konstitusionalisme jaminan UUD NRI 1945, 

kini beralih ke ajang bisnis privatisasi sumber daya air.  Dengan legitimasi UUD 

NRI 1945 atas hak konstitusional air,  negara yang berdaulat seharusnya 

melindungi kedaulatannya dalam berbagai aspek, terutama air yang merupakan 

kedaulatan lingkungan.  

Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 22 telah menegaskan bahwa sesungguhnya 

sumber daya air sebagai kekayaan alam adalah suatu anugerah untuk seluruh 

Makhluk Allah SWT. 

 

 
1 Sutardi, Pengelolaan Sumberdaya Air yang Efektif, (Lokakarya, Bandung: Badan Perencanaan 

Daerah, 2002), h. 2. 
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Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia 

menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu, 

karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, pada hal 

kamu mengetahui (QS.  Al-Baqarah (2) ayat 22)2 

 

Ayat tersebut memberikan landasan keberadaan sember daya air sebagai 

anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.  Air yang merupakan 

rizki bagi umat manusia merupakan salah satu kenikmatan yang sangat berharga.  

Keberadaan sumber daya air sangat penting bagi berjalannya kehidupan manusia 

sebagai kebutuhan dasar. 

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki peran dan kewajiban 

untuk mengayomi dan menyejahterakan rakyatnya dalam setiap aspek kehidupan 

sosial maupun ekonomi, dan harus mengedepankan wawasan lingkungan.  Pasal 

33 UUD NRI 1945 merupakan landasan dasar bagi sistem ekonomi yang sejatinya 

untuk kesejahteraan rakyat.  Sistem ekonomi seperti ini lebih dikenal dengan 

demokrasi ekonomi yang menjadi prinsip perekonomian nasional. Secara formal 

yuridis permasalahan air sebagai sumber daya alam yang sangat berharga juga 

diatur dalam konstitusi.  Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan pasal yang secara 

khusus sebagai landasan ideologi politik, ekonomi dan lingkungan Indonesia. 

Terutama di pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan : 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

 

Pasal tersebut merupakan bentuk penguasaan negara yang diperuntukan bagi 

kemakmuran rakyat, yang berwawasan terhadap lingkungan yang berkeadilan 

sosial. Oleh karena itu, Indonesia melandaskan negaranya terhadap kedaulatan 

ekokrasi yang dibatasi penggunaanya hanya untuk kesejahteraan rakyat yang 

berkesinambungan. 

 
2QS. al-Baqarah (2): 22 
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Pengelolaan dan pengembangan SDA mendorong berbagai negara 

berinvestasi di Indonesia. Sebagian negara mendorong badan-badan usaha 

masyarakat/swasta untuk mengelola sumber daya alam dangan izin dan 

pengawasan yang kuat oleh negara/pemerintah. Badan-badan usaha swasta 

tersebut dikenai pajak oleh negara untuk membiayai pembangunan dan 

kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut sedikit berbeda dengan negara yang masih 

lemah kendalinya, badan-badan usaha swasta tersebut bekerjasama dengan 

jaringan bisnis trans-nasional, bertumbuh kuat melampaui kemampuan negara 

yang bersangkutan untuk mengontrolnya. Akhirnya, sumber-sumber kekayaan 

alam negara yang bersangkutan dijarah ramai-ramai oleh badan-badan usaha 

trans-nasional dengan korban rakyatnya sendiri, ditambah dengan kerusakan berat 

alam lingkungannya.3 

Sebagai contoh, berdasarkan data Asosiasi Air Minum dalam kemasan 

Indonesia (ASPADIN), yang menaungi pengusaha air minum dalam kemasan 

(AMDK), anggota ASPADIN mencapai 193 industri.   Sedangkan  jumlah industri 

AMDK ada 615 dengan lebih dari 500 merk, antara lain: aqua, nestle, club, VIT, 

oasis, ades, dan lain - lain.4 Data tersebut membuktikan adanya celah yang cukup 

besar dari tata kelola sumber daya air terhadap privatisasi air yang terjadi di 

Indonesia, karena air yang sejatinya adalah milik negara dan diberikan sebesar-

besarnya manfaatnya kepada rakyat, menjadi suatu barang komoditas ekonomi 

yang profit oriented kepada suatu golongan tertentu. 

Realitas tersebut menjadi salah satu acuan dari beberapa golongan 

masyarakat dan organisasi masyarakat yang peka terhadap lingkungan hidup di 

wilayah kedaulatan Indonesia, untuk mengajukan judicial review Undang-Undang 

No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) kepada Mahkamah Konstitusi. 

Hal tersebut dilakukan karena mereka menganggap Undang-undang tersebut telah 

menyalahi roh dari Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus terhadap pasal-pasal 

yang mengedepankan konsep optimalisasi kekayaan lingkungan hidup yang 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

 
3 Masdar Farid Mas’udi, Syarah UUD 1945 Perspektif Islam (Jakarta: PT Pustaka Alfabet, 2013), 

h. 263. 
4“Air Bersih Kian Sulit Dicari”, Kompas, Rabu 4 Maret 2015. 
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Memuat Irawan Tjandra, hak guna usaha air dalam Undang-Undang No 7 

Tahun 2004 tentang SDA, ternyata telah dilaksanakan dengan menyubordinasikan 

hak pakai air dengan memperlihatkan tata kelola SDA yang mengarah pada sistem 

ekonomi kapitalis yang individualistik. Bahkan, di sejumlah tempat, akibat 

regulasi pelaksanaan atas Undang-Undang  SDA yang dikeluarkan pemerintah, 

misalnya dalam PP No 42/2008 tentang Pengelolaan SDA dan PP No 69/2014 

tentang Hak Guna Air, terlihat jelas pengelolaan SDA diserahkan pada sistem 

ekonomi liberal yang memungkinkan privatisasi air.5 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 

putusannya Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 17 September 2014 telah 

membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,6 

karena dianggap hanya berpihak terhadap kepentingan golongan dan menafikan 

hak-hak masyarakat. Hal ini menjadi tonggak dasar untuk merubah tata kelola air 

yang ada di Indonesia. Namun, di satu sisi, ini adalah keputusan yang sangat 

progresif di tengah arus neoliberal7 yang semakin mencengkeram Indonesia. Di 

sisi lain, keputusan Mahakamah Konstitusi menunjukkan ada beberapa masalah 

yang terkandung di dalamnya. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pastinya memberikan dampak 

hukum terhadap perusahaan-perusahaan pengelola air.  Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang memiliki sifat mengikat berdampak terhadap objek putusannya.  

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum.8 Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat 

putusan MK yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 sebagai final.  Dengan 

demikian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap 

 
5“Mengakhiri Liberalisme Pengelolaan Air”, Kompas,  Rabu 4 Maret 2015. 
6“Mengakhiri Liberalisme Pengelolaan Air”, Kompas,  
7Neoliberalisme sebagai perkembangan mutakhir dari kapitalisme biasanya dipakai sebutan bagi 

beberapa ciri khusus kebijakan ekonomi seperti privatisasi, dereglasi dan liberalisasi.  Jantung 

gagasan ekonomi politik neoliberal adalah argument bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal 

jka lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun.  Optimalsasi tersebut juga 

akan maksimal jika barang, modal jasa, dimiliki/dikuasi oleh orang perorangan yang akan 

menggerakannya untuk tujuan laba maksimal bagi pribadi.  Bila dalam neoliberalism klasik 

kepemilikan privat masih dianggap mempunyai tugas sosial untuk mensejahterakan sluruh rkyat, 

dalam neoliberalisme private property menjadi keramat, tanpa peran sosial apapun juga kecuali 

untuk akumulasi laba privat. Dalam, Wiwik Harjanti, Hak Atas Air Dalam Konstitusi Negara dan 

Pengelolaanya di Indonesia, Artikel (Samarinda :2014) 
8 Pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
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putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK 

wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling 

lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.9 

Putusan Mahkamah konstitusi tesebut tentunya berimplikasi terhadap 

perusahaan tata kelola air di Indonesia. Permasalahan timbul seiring dengan 

berbagai macam perusahaan tata kelola air yang telah berdiri,baik perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau 

badan usaha dengan bentuk lain. Berbagai bentuk perusahaan tatakelola air 

tersebut tentunya harus tunduk terhadap segala bentuk peraturan yang berlaku di 

Indonesia. Jika akibat hukum putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan 

Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan tentunya akibat ini 

memberikan dampak secara normatif terhadap perusahaan tata kelola air di 

Indonesia. 

Pada prakteknya juga banyak ditemukan undang-undang yang bersifat 

pokok tidak dapat menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baru sehingga sampai saat ini masih banyak aturan-aturan yang 

tumpang tindih dan tidak sinkron yang menyebabkan tidak adanya kepastian 

hukum.10 

Seperti dalam hal lingkungan juga terjadi tumpang tindih peraturan dimana 

dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri menyatakan bahwa 

“Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dan perizinan yang 

menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan 

tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan Analisis Dampak Lalu Lintas 

(ANDALALIN).”11 Ini bertentangan dengan peraturan yang ada dalam UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

mengharuskan adanya izin tanpa pengecualian, dan diberikan sanksi pidana 

kepada pejabat yang mengeluarkan izin tanpa adanya syarat-syarat yang harus 

dipenuhi.12 Hal ini menjadikan sulitnya izin usaha untuk membangun usaha yang 

 
9 Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 
10 Amiroeddin Sjarif, Prundang-Undangan…78-84. 
11 PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri 
12 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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menjadikan pemerintah daerah harus mentaai regulasi yang ada karena takut akan 

ancaman pidana. 

Berikutnya dalam UU no. 22 Tahun 2011 tentang Migas pada bab III pasal 

4 menyatakan bahwa persoalan pengusahaan/produksi sumber daya air harus 

melalui sebuah wadah baik berupa BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan 

sebagainya. Berbeda dengan UU no. 11 tahun 1974 tentang pengairan yang mana 

pengusahaan/produksi air bisa dilakukan oleh perorangan atau badan usaha 

selama mengedepankan konservasi lingkungan. Hal ini semakin menegaskan 

bahwa masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang disharmoni antara 

satu dengan yang lainnya. 

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti memandang sangat perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 

tentang Tata Kelola Air di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk 

membahas keberadaan peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air di 

Indonesia. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, mengenai permasalah 

tentang air dan disharmoni peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air 

di Indonesia. Muncul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a.  Putusan mahkamah konstitusi yang mengembalikan peraturan tentang air 

kembali ke UU Perairan No 11 Tahun 1974 

b.  Timbulnya dampak dari putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan 

UU nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA 

c.  Kondisi lapangan terkait implementasi beberapa peraturan perundang 

undangan tentang tata kelola air di Indonesia yang tumpang tindih 

d.  Disharmoni beberapa peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air 

di Indonesia 

e.  Penyebab terjadinya tumpang tindih beberapa peraturan perundang-

undangan tentang tata kelola air di Indonesia 

f.  Permasalahan yang dialami akibat disharmoni beberapa peraturan 

perundang-undangan tentang tata kelola air di Indonesia. 
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2. Batasan Masalah 

Pembahasan pada masalah yang lebih spesifik dilakukan untuk 

mendapatkan jawaban yang lengkap dan jelas serta tidak meluas, sehingga 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu: 

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang telah 

membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air 

b. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air 

di Indonesia. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola 

air di Indonesia? 

2. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air 

di Indonesia prespektif maslahah mursalah? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan 

yakni: 

1. Menguraikan disharmonisasi peraturan perundang-undangan tentang tata 

kelola air di Indonesia; 

2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air di 

Indonesia prespektif maslahah mursalah. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan 

sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah 

mampu memberikan konstribusi pemikiran dalam memahami harmonisasi 
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peraturan perundang-undangan tentang tata kelola air di Indonesia. Penelitian ini 

juga diharapkan mampu memberikan bahan kajian bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan dalam bidang hokum tata Negara dan hasil penelitian ini mampu 

menambah khazanah keilmuan dan juga diskusi ilmiah khususnya program studi 

hukum tata negara di pascasarjana universitas islam negeri sunan ampel Surabaya.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan, 

sumbangan, saran terhadap pemangku kebijakan baik di level eksekutif, legislatif 

maupun yudikatif.  

F. Kerangka Teoritik 

1. Negara Kesejahteraan (walfare state) 

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai 

sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial 

(social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan 

ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial 

sebagai haknya. 

Secara sederhana walfare dapat dimaknai dengan kesejahteraan, dan state 

berarti Negara atau alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan 

gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.13 

Menurut Spicker dalam E. Suharto,14 menyebutkan bahwa negara 

kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dapat memberi 

peran lebih besar pada Negara atau pemerintahan (untuk mengalokasikan 

sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). 

Dalam Negara hukum, kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan Negara 

terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, 

pengangguran, dan sebagainya. 

Jimly Asshiddiqie,15 menyatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, 

Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah 

 
13 Ibnu Mas’ud, Kamus Pintar Populer, (Yogyakarta: Ananda, 1991), h. 275. 
14 E. Suharto, Analisa Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 50. 
15 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 223. 
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sosial ekonomi yang memberikan legalisasi  bagi penganut negara intervensionis 

pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi 

dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya 

kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. 

Pembahasan yang lain, Negara Kesejahteraan berarti suatu konsepsi negara 

hukum modern yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan 

negara kesejahteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata 

sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga memikul 

tanggungjawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa ajaran 

Negara Kesejahteraan merupakan bentuk kongkret dari peralihan prinsip 

staatsonthouding, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk 

mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis 

yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi 

dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.16 

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia termaktub dalam Undang-undang 

RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial yang memberi defenisi 

kesejahteraan siosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 

Jika dihubungkan dengan kedaulatan lingkungan, negara dengan konsep 

Negara Kesejahteraan juga harus memperhatikan keadaan lingkungan alam yang 

ada di Indonesia ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini seperti yang 

telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air yang merupakan 

salah satu kekayaan alam yang melimpah ruah di Indonesia, sudah semestinya 

 
16 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 11. 
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memberikan sumbangsih kesejahteraan sosial pada masyarakatnya, yang menjadi 

salah satu cita-cita besar pada sebuah negara kesejahteraan sosial. 

2. Negara hukum  

Istilah negara hukum sama dengan rechsstaat dalam bahasa Jerman   dan rule 

of law dalam bahasa Inggris serta etat de droit dalam bahasa Prancis yang 

memiliki arti yang hampir sama yaitu hukum itu mengikat setiap orang termasuk 

pemerintah, bukan karena peraturan tersebut hasil dari buah pikirnya tetapi karena 

hukum harus berlaku baik dan adil.17  

Istilah rechsstaat konsepnya bertumpu pada hukum erops continental yang 

disebut civil law sedangakan rule of law bertumpu pada konsep system hukum 

yang disebut common law. Ciri-ciri civil law adalah administratif, sedangkan 

common law  adalah judicial. Menurut Ni’matul Huda, di Indonesia menganut 

system hukum Eropa kotinental atau civil law. Adapun ciri-ciri rechsstaat adalah 

sebagai berikut: 18 

a. Adanya konstitusi yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar yang 

mengatur hubungan penguasa dan rakyat. 

b. Adanya pembagian kekuasaan negara. 

c. Hak-hak dan kebebasan rakyat diakui dan dilindungi. 

3. Teori Jenjang Norma (Stufenbautheorie Hans Kelsen) 

Dalam bukunya Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum yang lebih 

rendah selalu bersumber dari hukum yang lebih tinggi, dan norma tersebut 

juga merujuk pada norma yang tertinggi dan fundamental dalam negara.19 

Teori ini menyatakan bahwa dasar pada suatu norma yaitu ada pada yang 

lebih tinggi tingkatannya. Ursprungsnorm atau Grundnorm merupakan yang 

bersifat masih relative dan abstrak yang diturunkan ke dalam Generallenorm 

yaitu norma yang positif yang terakhir kemudian diindividualisasikan 

menjadi norma yang nyata (konkret).20 

 
17 I D. G. Palguna, Mahkamah Konstitusi:Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan 

dengan Negara Lain, (Jakarta:Konstitusi Press,2018),25. 
18 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara,(Jakarta: Rajawali Press,2014),82. 
19 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Trasnlated by: Andres Wedbeg), Russel& 

Russel, New York, 1973),124. 
20 Ibid. 
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Selain norma hukum dalam suatu negara yang tersusun dari yang 

tertinggi sampai terendah, menurut Hans Nawiasky dalam teorinya  theorie 

von stufenfbau der rechtsordnung yaitu ada pengelompokan norma hukum 

sebagai berikut:21  

a. Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) 

b. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz) 

c. Undang-undang formal (formalle gesetz) 

d. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (verordunung en 

outonome satzung) 

Apabila disesuaikan dengan peraturan-peraturan di Indonesia teori Hans 

Kelsen di atas bahwasanya norma tersebut merujuk pada norma yang 

tertinggi dan fundamental dalam negara kita (staatsfunamentalnorm) yaitu, 

Pancasila. Pancasila adalah merupakan norma yang menjadi sumber dari 

segala sumber hukum yang menempatkan puncak hierarki perundang-

undangan di negara kita yaitu UUD NRI 1945 sebagai konstitusi atau aturan 

dasar/pokok negara kita (staatsgrundgesetz). Kemudian  TAP MPR 

menempati urutan kedua dalam hierarki perundang-undangan negara yang 

menjadi norma acuan perumusan peraturan prundang-undangan. Undang-

Undang/Perppu merupakan yang menempati urutan di bawahnya (formell 

gesetz). Dan kemudian jenjang di bawahnya ada Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, Peraturan daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, yang keduanya dikategokan sebagai Peraturan Pelaksana 

dan Peraturan Otonom (verordnung dan autonomy satzung).22 

4. Proses Pembentukan Undang-Undang23 

Dalam membuat suatu peraturan diperlukan persiapan-persiapan yang 

matang dan mendalam mengenai materi, tata cara menuangkannya dalam 

peraturan secara singkat namun harus jelas dengan bahasa yang mudah 

 
21 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya,(Yogyakarta: Kanisius, 1998),27. 
22 Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang,(Jakarta: Sinar 

Grafika,2015),31. 
23 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu …,134. 
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dipahami dengan baik dan tidak bertentangan dengan kaidah bahasa 

Indonesia serta disusun secara sistematis. Proses pembentukan Undang-

Undang terdiri dari tiga tahap yaitu: 

a. Proses penyiapan rancangan Undang-Undang 

Dalam membuat sebuah Undang-Undang, rancangan ide Undang-

Undang yang akan dibuat dapat berasal dari Presiden, DPR, maupun 

DPD. Rancangan yang merupakan ide dari Presiden yaitu diajukan 

oleh lembaga dalam lingkungan pemerintahan. Kemudian rancangan 

Undang-Undang yang idenya berasal dari DPR ini diajukan oleh 

gabungan anggota DPR yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan 

DPR untuk kemudian ditindak lanjuti dalam rapat. 

b. Proses pembahasan di DPR 

Proses ini juga merupakan proses mendapatkan persetujuan dalam 

rapat paripurna DPR. 

c. Proses pengesahan dan pengundangan 

d. Setelah pembicaraan pada rapat paripurna di DPR telah selesai. 

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui DPR kemudian oleh 

Pimpinan DPR dikirimkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara 

untuk mendapat pengesahan. Sekretariat Negara memberikan 

Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Presiden untuk ditanda 

tangani. Terakhir pegundangan dilakukan oleh Menteri Sekretarian 

Negara. 

3. Kedaulatan Lingkungan 

Konsep kedaulatan negara mencakup dua konteks pengertian, yaitu 

pengertian internal dan eksternal. Dalam arti internal, kedaulatan sebagai 

konsep kekuasaan tertinggi yang dikenal selama ini dalam dunia filsafat 

hukum dan politik mencakup ajaran tentang Kedaulatan Tuhan (Theocracy), 

Kedaulatan Rakyat (Democracy), Kedaulatan Hukum (Nomocracy), dan 

Kedaulatan Raja (Monarchy). Dalam perspektif kekuasaan negara secara 

internal ini bahkan nanti akan dijelaskan pula mengenai adanya ajaran 

Kedaulatan Lingkungan yang dapat kita perkenalkan dengan istilah 

‘Ecocracy’. Sedangkan dalam perspektif yang bersifat eksternal, konsep 
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kedaulatan itu biasa dipahami dalam konteks hubungan antar negara. Dalam 

hubungan Internasional, orang biasa berbicara mengenai status suatu negara 

merdeka yang berdaulat keluar dan ke dalam. Karena, dalam praktik 

hubungan antar negara mutlak diperlukan adanya pengakuan Internasional 

terhadap status suatu negara yang dianggap merdeka dan berdaulat itu. Tanpa 

adanya pengakuan, negara yang mengklaim dirinya sendiri secara sepihak 

sebagai negara akan sulit ikut serta dalam pergaulan internasional.24 

Konsep tentang kekuasaan tertinggi yang biasa disebut kedaulatan pada 

umumnya dikaitkan dengan pengertian-pengertian yang berkembang dalam 

sejarah, silih bergati satu sama lain.  Kadang-kadang dengan muncul konsep 

baru, orang cenderung melupakan konsep yang lama.  Kadang-kadang konsep 

lama muncul kembali ketika konsep baru sudah mulai dianggap tidak banyak 

gunannya.25 

Kedaulatan lingkungan merupakan kosep kekuasaan kekuasaan oleh 

lingkungan dan oleh ekosistem.  Konsep kedaulatan lingkungan dapat 

dikaitkan dengan istilah Ekokarsi atau kekuasaan ekologi.26 Gagasan 

Kedaulatan Lingkungan (Ekokrasi) ini dapat dikembangkan sebagai 

pengimbang sistem demokrasi yang dikembangkan oleh umat manusia 

dimana-mana dewasa ini. Konsep ekokrasi ini dapat dipahami dalam konteks 

keseimbangan hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia. Selama ini, 

relasi-relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia. Dalam 

demokrasi, hanya manusia yang disebut rakyat saja lah yang dijadikan titik 

tolak dan pusat perhatian satu-satunya. Pandangan ini dikenal dengan istilah 

anthropocentrisme yang menempatkan kehidupan terpusat hanya pada diri 

manusia. Dibandingkan masa sebelumnya, terutama di zaman pra-modern, 

pandangan yang bersifat ‘anthropocentris’ ini tentu dapat dianggap lebih 

maju dan lebih baik. Akan tetapi dewasa ini, orang harus menyadari bahwa 

demokrasi bukanlah segala-galanya jika sistem ini ternyata justru 

 
24 Jimly As-Shidqy, “Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi,” Makalah, h. 

13 
25 Jimly As-Shidqy, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD1945, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2010), h. 96. 
26 Jimly As-Shidqy, Green Constitution, h. 117. 
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menyebabkan umat manusia merusak ekosistem dan sumber kehidupannya 

sendiri.27 

Wacana kedaulatan lingkungan di Indonesia terdapat dalam UUD 1945.  

Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang 

tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik 

dan yang sehat sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, 

serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 

 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 

 

Walaupun telah ada ketentuan pasal 28 H ayat (1), paradigma dan aktivitas 

pengelolaan lingkungan hidup tetap beroirentasi pada pemanfaatanatau 

penggunaan lingkungan (eksploitasi) sumber daya alam dengan menjadikan pasal 

dengan menjadikan pasal 33 ayat (3) sebaga justifikasi dan dasar 

konstitusionalitasnya. Kehadiran pasal 28 H Ayat (1) yang menekankan pada 

keterkaitan yang erat antara pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 

dengan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, dan pada pasal 33 ayat (4) yang menekankan bahwa pelaksanaan 

pembangunan dalam kerangka perekonomian nasional harus didasarkan pada 

prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, belum menjadi kerangka 

kebijakan bersama-sama dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.28 Disinilah peran 

kedaulatan lingkungan, ekosistem yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) 

sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh berbagai undang-undang 

di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan 

 
27 Jimly As-Shidqy, Green Constitution, h. 117. 
28 Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Malang: Setara Press, 2014), h. 4. 
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berdasarkan prinsip berkelanjutan dan wawasan lingkungan sebagaimana 

ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.29 

4. Maslahah Mursalah 

Jumhur Ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah merupakan asas 

yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah 

dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya ia dimasukkan di 

bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan 

kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan 

hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan 

pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara’, 

tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggap maslahah yang dibenarkan syara’ 

ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari’ (Allah) terdapat illat 

sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab 

hampir tidak ada maslahah mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui 

kebenarannya.30 

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk 

hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. 

Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat 

dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa 

kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu’amalah, sehingga kepentingan 

yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut 

tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut 

mestilah sesuai dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah 

satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah 

berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna 

(kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, 

jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan 

dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna 

bersifat ”hiasan dan tambahan”.31 

 
29 Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 94. 
30 Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993, hlm. 196. 
31 M. Maslehuddin, Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, 

Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48. 
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G. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Guswakhid Hidayat 

Guswakhid Hidayat, Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan 

Universitas Diponegoro Semarang. Menulis Tesis berjudul “Kajian Optimalisasi 

dan Strategi Sumber Daya Air di Kabupaten Rembang Jawa Tengah”. Kebutuhan 

air minum domestik dan non domestik saat ini bersumber dari air permukaan dan 

air tanah. Kebutuhan air penduduk yang ada di kabupaten Rembang dilayani oleh 

PDAM kabupaten Rembang terutama untuk wilayah kota Rembang. 

Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan permukiman serta kegiatan 

lainnya (budidaya) memerlukan peningkatan persediaan sumber daya air. Saat ini 

sumber daya air di kabupaten Rembang cukup sulit diperoleh baik air permukaan 

maupun air tanah, sementara tingkat konsumsi dari hari ke hari semakin 

meningkat. 

Simpulan dari penelitian ini adalah dirumuskan strategi untuk pelestarian 

sumber daya air di kabupaten Rembang yang berkaitan dengan supplay: 

mengoptimalkan resapan air tanah, mengoptimalkan fungsi air permukaan, 

strategi untuk mengoptimalkan fungsi PDAM, manajemen penyimpanan air hujan 

dengan cara pembuatan embung, rorak, saluran buntu, lubang penampungan air 

(catch pit), biopori serta penampungan air hujan, memanen air hujan dengan 

membuat saluran dan penampungan air hujan yang terpisah dengan air limbah dan 

wase waste, mengendalikan pengambilan air tanah, desalinasi air laut untuk 

kebutuhan air minum. Sedangkan strategi yang berkaitan dengan demand: 

menurunkan kebutuhan air irigasi dengan cara mengatur pola tanam, mendaur 

ulang air bekas pemakaian (wase water), memanfaatkan air laut untuk kebutuhan 

flashing dan pembersihan. 

2. Penelitian Wayan Bhayu Eka Pratama 

Wayan Bhayu Eka Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

(UGM) menulis penelitian dengan judul “Urgensi dan Analisis Yuridis 

Pembentukan Omnibus Law Sektor Sumber Daya Air”. 

Penelitian ini mengemukakan penerapan omnibus law sebagai terobosan 

hukum saat ini merupakan pilihan yang tepat diambil oleh pemerintah Indonesia. 

Sesuai tujuan pemerintah untuk memudahkan investor asing, maka perlu 
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dilakukan penyederhanaan birokrasi dan juga memangkas adanya tumpang tindih 

dalam peraturan-peraturan. Omnibus law juga dapat menjawab tantangan untuk 

memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Pembentukan omnibus law akan melalui 

proses yang kompleks dan menyeluruh lintas sektoral untuk membahas berbagai 

permasalahan. Hal ini dikarenakan ketika membentuk omnibus law, pembuat 

undang-undang harus melakukan tinjauan terhadap undang-undang dan juga 

peraturan turunan yang sudah lama dan tidak relevan berlaku. Selain itu, Secara 

mutatis-mutandis, akan membantu memajukan peradaban hukum Indonesia 

kedepannya. 

Omnibus law dalam sektor sumber daya air juga menjadi sorotan. Sektor ini 

menjadi sector penting yang harus dibahas mengingat UU Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air sudah sering diuji ke Mahkamah Konstitusi. Sampai 

akhirnya dibatalkan secara keseluruhan bersama dengan peraturan turunannya. 

Walaupun telah ada UU SDA yang baru, tetap perlu ditinjau kembali keterkaitan 

dan juga relevansi dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Terutama 

berkaitan dengan Izin Penggunaan Air. Hal ini mengingat objek dari penanaman 

modal tidak terlepas dari sektor ini. Banyak perizinan yang diberikan berkaitan 

dengan pemanfaatan sumber daya air Indonesia. 

3. Penelitian Dr. Racmad Safaat dkk 

Dr. Racmad Safaat, SH, M.Si.; Dr. Indah Dwi Qurbani, SH, MH.; 

M.Dahlan, SH, MH.; Amelia Paramitha, SH, MH.; Prischa Listiningrum, SH, 

L.LM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2017, Analisis 

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya 

Alam. 

Penelitian yang membahas tentang analisis implementasi putusan 

mahkamah konstitusi atas pengelolaan sumber daya alam. Dilatar belakangi atas 

berbagai macam undang-undang yang menggatur tentang sumber daya alam yang 

tidak sesuai dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia, khususnya 

pasal 33. Sehingga melahirkan beberapa putusan mahkamah konstitusi yang 

mengabulkan permohonan pemohon. Pada penelitian kali ini akan membahas 

putusan mahkamah konstitusi mengenai : pertama, pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil. Kedua, minyak dan gas bumi. Ketiga, kehutanan, keempat 
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pertambangan mineral dan batubara. Kelima, sumber daya air. Hal ini 

dikarenakan sulitnya implementasi putusan mahkamah konstitusi yang terkait atas 

lima sektor diatas, sehingga putusan-putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak 

dilaksanakan dalam keadaan sebenarnya. Oleh karena itu perlu dicari solusi atas 

permasalahan tersebut. 

Penulisan penelitian ini yuridis normative dengan metode pendekatan 

perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). 

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan 

(Library Research) terhadap putusan-putusan mahkamah konstitusi yang terkait 

serta beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan putusan mahkamah 

konstitusi. Teknik analisis menggunakan deskriptif-analitis dengan menentukan 

isi dan makna aturan hukum.  

Implementasi putusan mahkamah konstitusi atas pengelolaan sumber daya 

alam, belum maksimal hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain 

ketidakpatuhan dari pihak pemerintah dan pihak legislatif dalam menjalankan 

amar putusan tersebut, selanjutnya adalah ketidaktegas amar putusan mahkamah 

konstitusi dalam memutus suatu perkara sehingga membuat kesulitan 

implementasi putusan mahkamah konstitusi ersebut. Solusi atas permasalahan 

diatas adalah dilakukanya pendataan putusan mahkamah konstitusi dan 

memasukkan permohonan yang dikabulkan baik sebagian atau keseluruhan dalam 

agenda program legislasi nasional. Sehingga dapat segera dilaksanakanya 

perubahaan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada putusan 

mahkamah konstitusi. Hal ini dilakukan agar putusan mahkamah konstitusi yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat di implementasi dalam undang-

undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. 

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Tahun Judul Penelitian Obje Formil Objek Materil 
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H. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu langkah yang harus dilakukan oleh agar 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan hasil 

penelitiaanya.  Metode penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, pendekatan 

yang digunakan, bahan hukum yang menjadi acuan, tekhnik pengumpulan bahan 

hukum dan teknik pengolahan bahan hukum.  Adapun penjelasan dari metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalah yang dikaji dalam 

penulisan yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah 
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kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka jenis penulisan yang 

digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan 

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif.32  Metode penelitian hukum normative disebut juga sebagai penelitian 

hukum doktrinal.  Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagi apa 

yng tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya 

menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.33  Jenis penulisan 

tersebut dipakai dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan perusahaan tata 

kelola air di Indonesia.  

2. Pendekatan  

Sehububungan dengan jenis penulisan yang digunakan yakni yuridis 

normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach)34, pendekatan konseptual (conceptual approach)  

dan pendekatan hukum Islam. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

diteliti.35   Hal tersebut dilakukan untuk melihat adakah konsistensi dan kesesuaian 

antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sekaligus tinjauannya prespektif hukum Islam secara integratif. Dalam 

metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan 

asas dalam peraturan perundang-undangan.36 

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan 

 
32  Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing. 2006), h. 391. 
33Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2006), h. 118. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta: Kencana, 2007), h. 93.  
35Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang  (Malang: 2013),h.20-

21. 
36Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 
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yang berkaitn dengan isu hukum yang diteliti, yaitu terhadap norma-norma yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya 

Air, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Perairan, Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian, pasal-pasal dalam KUHD yang berhubungan dengan 

badan usaha  dan putusan Mahakamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan tata kelola air 

dan perusahaan. 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.37  Pada metode pendekatan konseptual 

(conceptual approach)  peneliti meneliti memahami substansi hukum dan prinsip 

yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum. Meskipun tidak 

secara eksplisit, konsep dan prinsip dapat ditemukan dalam peraturan/undang-

undang.38 

Pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, 

dalam hal ini adalah akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-

XI/2013. 

3. Bahan Hukum 

Ada beberapa bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif).39  Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

penulisan ini, yang berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 11 

Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  

Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal-pasal dalam KUHD 

 
37Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,, h. 95. 
38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 178. 
39 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 47 
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yang berhubungan dengan badan usaha  dan putusan Mahakamah Konstitusi No. 

85/PUU-XI/2013 tentang UU No. 7 Tahun 2004 serta peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan tata kelola air dan perusahaan.  

Bahan hukum perimer tersebut nantinya akan dianalisis untuk melihat implikasi 

putusan tersebut dengan keberadaan perusaahaan tata kelola air. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data sekunder.  Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun 

tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu 

memperjelas wacana agar semakin hidup.40  Bahan hukum yang diperoleh dari 

buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta 

simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tata kelola 

sumber daya air. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memeberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, 

dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), studi ini 

dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan 

mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, 

peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta 

menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian,41 dalam hal 

ini adalah tata kelola sumber daya air di Indonesia.  Ada beberapa langkah dalam 

pengumpulan bahan hukum sebgaimana berikut: 

a. Penentuan Bahan Hukum 

Setelah ditentukan fokus penelitian tentang telaah konsep hukum dalam 

peraturan. Peneliti menentukan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian 

 
40S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,  (Bandung, Tarsito, 1998), h. 26. 
41 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. hlm. 211. 
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yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan  pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

maka peneliti melakukan pencarian hasil pembahasan suatu peraturan untuk 

menelaah faktor dan konsep hukum yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

yaitu tentang akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-

XII/2013. 

b. Inventarisasi Bahan Hukum 

Setelah pengumpulan bahan hukum perlu dilakukan inventarisasi bahan 

hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan 

mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan hukum sekunder maupun 

bahan hukum tersier. 

c. Pengkajian Bahan Hukum 

Setelah melakukan inventarisasi bahan hukum, selanjutnya dalah pengkajian 

terhadap bahan hukum itu sendiri. Dengan pengkajian bahan hukum inilah proses 

pemahaman serta rasionalisasi terhadap teori dan peneliti telah menganalisanya. 

5.  Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum 

tersebut dinalisis untuk mendapatkan konklusi .  Cara pengolahan bahan hukum 

dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalah yang 

bersifat umum terhadap permasalah konkret yang dihadapi.42  Selanjutnya bahan 

hukum yang masih umum dalam hal ini adalah putusan Mahakamah Konstitusi 

tentang UU SDA  di analisis dalam permasalahan yang konkret berupa 

implementasi tata kelola air pasca putusan MK tersebut. 

Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan data 

(editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing) 

dan pembuatan ke simpulan (concluding). 

 

 

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam menyusun tesis yang berjudul “Disharmoni peraturan perundang-

undangan tentang sumber daya air di Indonesia” diperlukan adanya suatu 

 
42 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, hlm. 393. 
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sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka tesisini terdiri dari 

lima bab. 

Pada bab pertama: berisikan pendahuluan, penulis akan mengulas antara 

lain: latar belakang masalah, berisikan kronologi adanya permasalahan dan 

menjadi layak untuk dikaji lebih dalam. Kemudian identifikasi, merupakan kinerja 

pemilahan bagian manakah yang menjadi pembahasan dan bagian mana yang 

tidak masuk dalam penelitian. Ketiga batasan masalah diikuti rumusan masalah, 

dmana menjadi titik fokus penelitian yang akan diulas oleh penulis mengapa 

masalah ini layak untuk diteliti. Berikutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua: memaparkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan issue 

hukum diantaranya teori Walfare State, Negara Hukum, teori kedaulatan 

lingkungan dan maslahah mursalah. Sehingga dengan teori-teori ini akan mampu 

menganalisis permasalahan-permasalahan disharmoni peraturan perundang-

undangan tentang sumber daya air.. 

Bab ketiga: menjelaskan tentang permasalahan-permasalahn disharmonisasi 

peraturan perundang-undangan tentang sumber daya air di Indonesia.. 

Bab keempat: memaparkan mengenai konsep formula baru dalam 

menanggulangi permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di 

Indonesia dan perbandingannya di berbagai negara dunia, sehingga kemudian 

dapat ditemukan kecocokan dalam penerapannya di Indonesia menggunakan 

analisis peraturan maupun analisis maslahah mursalah. 

Bab kelima: merupakan bagian kesimpulan dari penulis atas rumusan 

masalah yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada bahan-

bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori-teori, doktrin dan 

juga ajaran yag relevan, agar dapat menjawab rumusan masalah. Dan kemudian 

dipaparkan lebih lanjut mengenai saran atas kesimpulan tersebut, sehingga dapat 

digunakan sebagai materi atau rujukan terkait issue hukum yang sama.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Walfare State 

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi mengenai 

sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial 

(social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan 

ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial 

sebagai haknya. 

Secara sederhana walfare dapat dimaknai dengan kesejahteraan, dan state 

berarti Negara atau alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan 

gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.43 

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.44 Artinya, negara dalam 

segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini 

lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai 

negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal 

dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah 

Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara 

kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada 

abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum 

penjajah yang Kapitalis Liberalis. 

Menurut Spicker dalam E. Suharto,45 menyebutkan bahwa negara 

kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial yang dapat memberi 

peran lebih besar pada Negara atau pemerintahan (untuk mengalokasikan 

sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). 

Dalam Negara hukum, kesejahteraan merupakan bentuk perlindungan Negara 

terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, 

pengangguran, dan sebagainya. 

 
43 Ibnu Mas’ud, Kamus Pintar Populer, (Yogyakarta: Ananda, 1991), h. 275. 
44 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu 
Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225 
45 E. Suharto, Analisa Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 50. 
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Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi 

Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan 

bahkan konstitusi sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat dalam 

konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, 

Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak 

muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan 

konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.46 

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV 

yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 

tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak 

telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya 

merupakan flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. 

Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara 

Kesejahteraan" (welfare state) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” 

(participatory welfare state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan 

istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism. Model ini menekankan 

bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan 

penyelenggaraan jaminan sosial (sosialsecurity), meskipun dalam 

operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Kedua pasal tersebut merupakan 

suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para 

pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut 

menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. 

Jimly Asshiddiqie,47 menyatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, 

Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah 

sosial ekonomi yang memberikan legalisasi  bagi penganut negara intervensionis 

pada abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi 

dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya 

kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. 

 
46 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, hlm. 124 
47 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, (Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 223. 
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Pembahasan yang lain, welfare state berarti suatu konsepsi negara hukum 

modern yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara 

kesejahteraan. Dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semata-mata 

sebagai penjaga ketertiban atau keamanan masyarakat saja, tetapi juga memikul 

tanggungjawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dikatakan bahwa ajaran 

welfare state merupakan bentuk kongkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, 

yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki 

negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.48 

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia termaktub dalam Undang-undang 

RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial yang memberi defenisi 

kesejahteraan siosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk 

mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 

Jika dihubungkan dengan kedaulatan lingkungan, negara dengan konsep 

welfare state juga harus memperhatikan keadaan lingkungan alam yang ada di 

Indonesia ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini seperti yang telah 

diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air yang merupakan 

salah satu kekayaan alam yang melimpah ruah di Indonesia, sudah semestinya 

memberikan sumbangsih kesejahteraan sosial pada masyarakatnya, yang menjadi 

salah satu cita-cita besar pada sebuah negara kesejahteraan sosial (welfare state). 

B. Negara Hukum 

 
48 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 11. 
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Istilah negara hukum sama dengan rechsstaat dalam bahasa Jerman   dan rule 

of law dalam bahasa Inggris serta etat de droit dalam bahasa Prancis yang 

memiliki arti yang hampir sama yaitu hukum itu mengikat setiap orang termasuk 

pemerintah, bukan karena peraturan tersebut hasil dari buah pikirnya tetapi karena 

hukum harus berlaku baik dan adil.49  

Istilah rechsstaat konsepnya bertumpu pada hukum erops continental yang 

disebut civil law sedangakan rule of law bertumpu pada konsep system hukum 

yang disebut common law. Ciri-ciri civil law adalah administratif, sedangkan 

common law  adalah judicial. Menurut Ni’matul Huda, di Indonesia menganut 

system hukum Eropa kotinental atau civil law. Adapun ciri-ciri rechsstaat adalah 

sebagai berikut: 50 

e. Adanya konstitusi yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar yang 

mengatur hubungan penguasa dan rakyat. 

f. Adanya pembagian kekuasaan negara. 

g. Hak-hak dan kebebasan rakyat diakui dan dilindungi. 

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan 

mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori 

menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk 

dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih 

baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat 

disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih 

bermakna.51 W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori 

hukum menurut Hans Kelsen, yaitu: 

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk 

mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. 

2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, 

bukan mengenai hukum yang sebenarnya. 

3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. 

 
49 I D. G. Palguna, Mahkamah Konstitusi:Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan 

dengan Negara Lain, (Jakarta:Konstitusi Press,2018),25. 
50 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara,(Jakarta: Rajawali Press,2014),82. 
51 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21. 
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4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya 

dengan daya kerja norma-norma hukum. 

5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi 

dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang 

khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan 

hukum yang nyata. 

 

5. Teori Jenjang Norma (Stufenbautheorie Hans Kelsen) 

Dalam bukunya Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum yang lebih 

rendah selalu bersumber dari hukum yang lebih tinggi, dan norma tersebut 

juga merujuk pada norma yang tertinggi dan fundamental dalam negara.52 

Teori ini menyatakan bahwa dasar pada suatu norma yaitu ada pada yang 

lebih tinggi tingkatannya. Ursprungsnorm atau Grundnorm merupakan yang 

bersifat masih relative dan abstrak yang diturunkan ke dalam Generallenorm 

yaitu norma yang positif yang terakhir kemudian diindividualisasikan 

menjadi norma yang nyata (konkret).53 

Selain norma hukum dalam suatu negara yang tersusun dari yang 

tertinggi sampai terendah, menurut Hans Nawiasky dalam teorinya  theorie 

von stufenfbau der rechtsordnung yaitu ada pengelompokan norma hukum 

sebagai berikut:54  

a. Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) 

b. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz) 

c. Undang-undang formal (formalle gesetz) 

d. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (verordunung en 

outonome satzung) 

 
52 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Trasnlated by: Andres Wedbeg), Russel& 

Russel, New York, 1973),124. 
53 Ibid. 
54 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya,(Yogyakarta: Kanisius, 1998),27. 
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Apabila disesuaikan dengan peraturan-peraturan di Indonesia teori Hans 

Kelsen di atas bahwasanya norma tersebut merujuk pada norma yang 

tertinggi dan fundamental dalam negara kita (staatsfunamentalnorm) yaitu, 

Pancasila. Pancasila adalah merupakan norma yang menjadi sumber dari 

segala sumber hukum yang menempatkan puncak hierarki perundang-

undangan di negara kita yaitu UUD NRI 1945 sebagai konstitusi atau aturan 

dasar/pokok negara kita (staatsgrundgesetz). Kemudian  TAP MPR 

menempati urutan kedua dalam hierarki perundang-undangan negara yang 

menjadi norma acuan perumusan peraturan prundang-undangan. Undang-

Undang/Perppu merupakan yang menempati urutan di bawahnya (formell 

gesetz). Dan kemudian jenjang di bawahnya ada Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, Peraturan daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, yang keduanya dikategokan sebagai Peraturan Pelaksana 

dan Peraturan Otonom (verordnung dan autonomy satzung).55 

6. Proses Pembentukan Undang-Undang56 

Dalam membuat suatu peraturan diperlukan persiapan-persiapan yang 

matang dan mendalam mengenai materi, tata cara menuangkannya dalam 

peraturan secara singkat namun harus jelas dengan bahasa yang mudah 

dipahami dengan baik dan tidak bertentangan dengan kaidah bahasa 

Indonesia serta disusun secara sistematis. Proses pembentukan Undang-

Undang terdiri dari tiga tahap yaitu: 

a. Proses penyiapan rancangan Undang-Undang 

Dalam membuat sebuah Undang-Undang, rancangan ide Undang-

Undang yang akan dibuat dapat berasal dari Presiden, DPR, maupun 

DPD. Rancangan yang merupakan ide dari Presiden yaitu diajukan 

oleh lembaga dalam lingkungan pemerintahan. Kemudian rancangan 

Undang-Undang yang idenya berasal dari DPR ini diajukan oleh 

gabungan anggota DPR yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan 

DPR untuk kemudian ditindak lanjuti dalam rapat. 

 
55 Aziz Syamsuddin, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang,(Jakarta: Sinar 

Grafika,2015),31. 
56 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu …,134. 
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b. Proses pembahasan di DPR 

Proses ini juga merupakan proses mendapatkan persetujuan dalam 

rapat paripurna DPR. 

c. Proses pengesahan dan pengundangan 

Setelah pembicaraan pada rapat paripurna di DPR telah selesai. Rancangan 

Undang-Undang yang telah disetujui DPR kemudian oleh Pimpinan DPR 

dikirimkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk mendapat 

pengesahan. Sekretariat Negara memberikan Rancangan Undang-Undang 

tersebut kepada Presiden untuk ditanda tangani. Terakhir pegundangan 

dilakukan oleh Menteri Sekretarian Negara. 

 

C. Kedaulatan Lingkungan 

Konsep kedaulatan negara mencakup dua konteks pengertian, yaitu 

pengertian internal dan eksternal. Dalam arti internal, kedaulatan sebagai konsep 

kekuasaan tertinggi yang dikenal selama ini dalam dunia filsafat hukum dan 

politik mencakup ajaran tentang Kedaulatan Tuhan (Theocracy), Kedaulatan 

Rakyat (Democracy), Kedaulatan Hukum (Nomocracy), dan Kedaulatan Raja 

(Monarchy). Dalam perspektif kekuasaan negara secara internal ini bahkan nanti 

akan dijelaskan pula mengenai adanya ajaran Kedaulatan Lingkungan yang dapat 

kita perkenalkan dengan istilah ‘Ecocracy’. Sedangkan dalam perspektif yang 

bersifat eksternal, konsep kedaulatan itu biasa dipahami dalam konteks hubungan 

antar negara. Dalam hubungan Internasional, orang biasa berbicara mengenai 

status suatu negara merdeka yang berdaulat keluar dan ke dalam. Karena, dalam 

praktik hubungan antar negara mutlak diperlukan adanya pengakuan Internasional 

terhadap status suatu negara yang dianggap merdeka dan berdaulat itu. Tanpa 

adanya pengakuan, negara yang mengklaim dirinya sendiri secara sepihak sebagai 

negara akan sulit ikut serta dalam pergaulan internasional.57 

Konsep tentang kekuasaan tertinggi yang biasa disebut kedaulatan pada 

umumnya dikaitkan dengan pengertian-pengertian yang berkembang dalam 

 
57 Jimly As-Shidqy, “Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi,” Makalah, h. 
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sejarah, silih bergati satu sama lain.  Kadang-kadang dengan muncul konsep baru, 

orang cenderung melupakan konsep yang lama.  Kadang-kadang konsep lama 

muncul kembali ketika konsep baru sudah mulai dianggap tidak banyak 

gunannya.58 

Kedaulatan lingkungan merupakan kosep kekuasaan kekuasaan oleh 

lingkungan dan oleh ekosistem.  Konsep kedaulatan lingkungan dapat dikaitkan 

dengan istilah Ekokarsi atau kekuasaan ekologi.59 Gagasan Kedaulatan 

Lingkungan (Ekokrasi) ini dapat dikembangkan sebagai pengimbang sistem 

demokrasi yang dikembangkan oleh umat manusia dimana-mana dewasa ini. 

Konsep ekokrasi ini dapat dipahami dalam konteks keseimbangan hubungan 

antara Tuhan, Alam, dan Manusia. Selama ini, relasi-relasi kekuasaan hanya 

dipandang sebagai persoalan manusia. Dalam demokrasi, hanya manusia yang 

disebut rakyat saja lah yang dijadikan titik tolak dan pusat perhatian satu-satunya. 

Pandangan ini dikenal dengan istilah anthropocentrisme yang menempatkan 

kehidupan terpusat hanya pada diri manusia. Dibandingkan masa sebelumnya, 

terutama di zaman pra-modern, pandangan yang bersifat ‘anthropocentris’ ini 

tentu dapat dianggap lebih maju dan lebih baik. Akan tetapi dewasa ini, orang 

harus menyadari bahwa demokrasi bukanlah segala-galanya jika sistem ini 

ternyata justru menyebabkan umat manusia merusak ekosistem dan sumber 

kehidupannya sendiri.60 

Wacana kedaulatan lingkungan di Indonesia terdapat dalam UUD 1945.  

Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin 

dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan yang sehat 

sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, serta tercermin pula 

dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 

1945 yang berbunyi: 

 
58 Jimly As-Shidqy, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD1945, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2010), h. 96. 
59 Jimly As-Shidqy, Green Constitution, h. 117. 
60 Jimly As-Shidqy, Green Constitution, h. 117. 
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“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” 

 

 Walaupun telah ada ketentuan pasal 28 H ayat (1), paradigma dan aktivitas 

pengelolaan lingkungan hidup tetap beroirentasi pada pemanfaatanatau 

penggunaan lingkungan (eksploitasi) sumber daya alam dengan menjadikan pasal 

dengan menjadikan pasal 33 ayat (3) sebaga justifikasi dan dasar 

konstitusionalitasnya. Kehadiran pasal 28 H Ayat (1) yang menekankan pada 

keterkaitan yang erat antara pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 

dengan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat, dan pada pasal 33 ayat (4) yang menekankan bahwa pelaksanaan 

pembangunan dalam kerangka perekonomian nasional harus didasarkan pada 

prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, belum menjadi kerangka 

kebijakan bersama-sama dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam pengelolaan 

lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.61 Disinilah peran 

kedaulatan lingkungan, ekosistem yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) 

sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh berbagai undang-undang 

di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan 

berdasarkan prinsip berkelanjutan dan wawasan lingkungan sebagaimana 

ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.62 

 

D. Maslahah Mursalah 

Untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi kemudian mendeskripsikan teori 

Wahbah Zuhaili tentang Maslahah Mursalah, penulis memulainya dengan 

membedakannya dengan pendapat-pendapat para Ulama yang setuju dengan teori 

ini tentang maslahah mursalah. Pembedaan ini penulis lihat dari empat segi yakni 

definisi, syarat, bidang operasional dan independensi maslahah mursalah. Dalam 

 
61 Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Malang: Setara Press, 2014), h. 4. 
62 Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, h. 94. 
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hal ini penulis hanya mengambil pendapat-pendapat Ulama yang terlihat gethol 

berhujjah dengan teori ini yakni Imam Malik, sebagai Sharibut Thariqah, Syatibi, 

Najmuddin Thufi, Imam Ghazali dan Wahbah Zuhaili sendiri. Berikut akan 

penulis identifikasi satu persatu dari pendapat para Ulama tersebut. 

1. Maslahah Mursalah menurut Imam Malik 

Dalam beristinbath, Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh asSyatibi 

menggunakan emapat unsur saja yaitu al Kitab, as Sunnah, al Ijma’ dan al Ra’yu. 

Dalam hal ini as Syatibi dasar fiqih madzhab Maliki menjadi empat. Alasannya 

adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah 

pada zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang 

termasuk rasio adalah maslahah mursalah, sad zari’ah, istihsan, urf dan istihsab. 

Menurut para ahli usul fiqh, qiyas jarang sekali digunakan madzhab Maliki. 

Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dari pada qiyas. 

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al 

I’tisham mendefinisikan maslahah mursalah dengan suatu maslahah yang sesuai 

dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan 

kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hajjiyah (sekunder). 

Dalam berargumen dengan maslahah mursalah beliau memberikan tiga syarat, 

yaitu: 

a. ada keselarasan antar maslahah mursalah yang dijadikan sebagai 

dasarnya dengan maqosid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut 

serta tidak bertentangan dengan dalil qhat’i. 

b. dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta 

dapat diterima oleh kelompok yang rasional.  

c. dalam pengggunaan maslahah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, 

sehingga jika tidak menggunakannya menusia akan merasa kesusahan. 

Obyek operasional maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagai pelopor 

metode istinbath ini adalah pada bidang muamalah saja tidak mencangkup bidang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena 

dalam hukum-hukum ibadah adalah ta’buddi yang mustahil bagi manusia untuk 

mengetahui hikmah dibalik diperintahkannya suatu ibadah. 

2. Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali 

Imam Ghazali merumuskan maslahah sebagai suatu tindakan memelihara 

syara’ atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali 

adalah memelihara lima hal yakni hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al ‘aql, hifdz al 

nasl, dan hifdz al mal. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah 

satu dari lima hal diatas disebut maslahah, dan setiap yang meniadakannya 

disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut maslahah. 

Imam Ghazali membuat batasan operasional maslahah mursalah untuk 

dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu: 

a. maslahah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam 

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. 

b. maslahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan 

Ijma’. 

c. maslahah tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajjiyah 

(sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah. 

d. kemaslahatannya harus berstatus qhot’I atau dzann yang mendekati 

qhat’i. 

e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat 

qat’iyyah, dharuriayah dan kullliyah. 

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam Gazali di atas 

terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang maslahah-maslahah sebagai dalil 

yang berdiri sendiri, terlepas dari Quran, Sunnah dan Ijma’. Imam Ghazali 

memandang maslahah mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu 

hokum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. 
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Ruang lingkup operasional maslahah mursalah tidak disebutkan oleh 

Imam Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus maslahah 

mursalah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalm buku-bukunya Mankhul, 

Asas al-Qiyas, Syifa’ al-Ghalil, al-Mustafa dapat disimpulkan bahwa Imam 

Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah mursalah yaitu hanya di 

bidang muamalah saja. 

3. Maslahah Mursalah menurut Syatibi 

Imam Syatibi mengemukakan definisi maslahah dengan sesuatu yang  

dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamab, dalam bentuk meraih 

kemaslahatan dan menolak kemafsadahan yang untuk mengetahuinya tidak 

didasarkan pada akal semata, jika Allah tidak memberikan penegasan 

terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya 

sebagai kemaslahatan. 

Agak berbeda dengan Imam Ghazali, Imam Syatibi hanya membuat dua 

kriteria agar maslahah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. 

a. pertama, maslahah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara’, 

karena itu maslahah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara’ atau 

berlawanan dengan dalil syara’ (Quran, Sunnah dan Ijma), maka tidak 

dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. 

b. kedua, maslahat seperti criteria nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh 

dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka itu menurut 

Syatibi termasuk dalam kajian qiyas. 

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Ghazali dengan 

persayaratan yang dibuat oleh Imam Syatibi diatas, maka persyaratab yang dibuat 

oleh Syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena Imam 

Syatibi termasuk golongan Ulama yang menganut Malkiyyah yang sering 

menjadikan maslahat sebagai dasar penetepan hukum Islam. Gahzali dan Syatibi 

juga berbeda dalam memandang maslahah mursalah sebagai dalil dalam 
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menetapkan hukum Islam. Ghazali memandang maslahah mursalah sebagai dalil 

yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya memandang maslahah mursalah sebagai 

dalil hukum yang berdiri sendiri. Syatibi berpendapat demikian karena metode 

istislah atau maslahah mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak 

berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan 

dengan tujuan penetapan hokum syara’.  

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional maslahah-maslahah, 

Syatibi dan Imam Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku 

dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. 

4. Maslahah Mursalah menurut Thufi 

Definisi maslahah mursalah menurut adalah sarana yang menyebabkan 

adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk 

mencapai keuntungan. Pengertian berdasarkan syari’at adalah sesuatu yang 

menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar’i, baik berupa ibadah 

maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan 

yang memang merupakan kehendak syar’i yaitu ibadat dan apa yang dimaksudkan 

untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat 

istiadat. 

Thufi menganggap bahwa maslahat hanya pada masalah-masalah yang 

berkaiatn dengan muamalah dan yang sejenisnya, bukan pada masalah-masalah 

yang berhubungan dengan ibadat atau serupa. Sebab masalah ibadat hanya hak 

syar’i. tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam 

ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya 

berdasarkan petunjuk resmi syar’i. kewajiban seorang hamba hanyalah 

menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seorang 

pembantu tidak akan dikatakan sebagai seseorang yang taat jika tidak 

menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa 

saja yang menjadi tugasnya, demikian halnya dalam masalah ibadah. 
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Syarat-syarat beramal dengan maslahah mursalah menurut Thufi adalah 

sebagai berikut: 

a. maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam 

yang memelihara agama, jiwa, akal, harta da keturunan atau kehormatan. 

b. maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan 

Ijma’. 

c. maslahah tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajjiyah 

(sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah. 

d. kemaslahatannya harus berstatus qhot’I atau dzann yang mendekati 

qhat’i 

e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyarata, harus bersifat 

qath’iyah, dharuriyah dan kulliyah 

5. Maslahah Mursalah menurut Wahbah Zuhaili 

Pada dasaranya konsep maslahah mursalah Wahbah Zuhaili sama dengan 

para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan 

tetapi bila penulis amati lebih dalah dari segi definisi Wahbah Zuhaili setuju 

dengan definisi maslahah mursalahnya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab 

beliau Ushul Fiqh al Islamiy yang mengatakan bahwa maslahah adalah menarik 

kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini 

maksud daripada maslahah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari’at 

(al-muafadzah ‘ala maqshud al-syar’i) yang mencangkup lima hal pokok yang 

berupa hifdza al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al mal dan hifdz al nasl. Jadi 

setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip 

tersebut maka disebut dengan maslahah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan 

lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan 

mafsadah merupakan maslahah. 

Dari segi independensi maslahah mursalah, Wahbah Zuhaili lebih memilih 

kedudukan maslahah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri 
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(independen) terlepas dari al Quran dan as Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari 

pengelompokkan oleh Wahbah Zuhailiterhadap maslahah mursalah yang dalam 

bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional 

dari maslahah mursalah menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para 

pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam 

bidang ibadah. 

Adapun syarat operasional maslahah mursalah menurut Wahbah Zuhaili 

yaitu: 

a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa maslahah yang nyata 

(haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat 

mewujudkan kemaslahatanda n menolak madharat. 

b. Tidak pula ketika beramal dengan maslahah tersebut bertentang 

dengan hokum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash 

atau Ijma’. 

c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan 

maslahah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi 

banyak orang. 
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BAB III 

DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TENTANG TATA KELOLA AIR DI INDONESIA 

 

Pada bab ini peneliti menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah. Peneliti menjelaskan secara deskriptis-analitis berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.  Pada bab ini peneliti lebih rinci 

menjawab kondisi pengelolaan air di Indonesia dan menguraikan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Perusahaan Tata Kelola 

Air di Indonesia. 

1. Keadilan Sosial Hak Atas Air 

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya 

filsafat Yunani.  Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari 

yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.  Banyak orang 

yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan 

kekuatan yang di miliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu 

saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.63 

Suteki membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan individu dan keadilan 

sosial.  Keadilan individual dapat dibedakan dengan keadilan sosial.  Hegemoni 

Negara-negara kapitalisme dan ideologi pembangunanisme telah menimbulkan 

ketergantungan dan keterbelakangan. Dalam konteks ini, keadilan dibicarakan 

dalam dalam pengertian keadilan individual atau dalam pengertiannya yang 

mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaanya tergantung kepada kehendak 

pribadi.  Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, 

maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan 

struktural.  Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro.64  

Keadilan sosial adalah keadilan yang  pelaksanaanya tidak lagi tergantung pada 

kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersifat adil, tetapi 

 
63Muchamad Ali Syafa’at, Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls), Artikel. h, 1 
64Suteki, Dimensi Hukum di Ruang Sosial, (Yogyakarta:Thafa Media, 2013) h. 249 
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sudah bersifat structural.  Artinya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat 

tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil.  Jika ada 

ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil.  

Mengusahakan keadilan sosialpun berarti harus dilakukan melalui perjuangan 

memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil.65 

Berdasarkan pada beberapa ketentuan tentang Pemanfaatan Sumber Daya 

Air sesuai dengan Tap MPR No. IX Tahun 2001.66  Prinsip-prinsip pengelolaan 

sumber daya alam (termasuk air) ditegaskan pada Pasal 4 Tap MPR No. IX Tahun 

2001, bahwa:  

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanaka 

sesuai dengan prinsip-prinsip:  

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan 

RepublikIndonesia; 

b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman 

dalam unifikasi hukum; 

d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber 

daya manusia Indonesia; 

e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan 

optimalisasi partisipasi rakyat; 

f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya 

agraria/ sumber daya alam;  

 
65Suteki, Dimensi Hukum di Ruang Sosial,h. 249 
66 Lahirnya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 menagaskan kembali arti penting sumber daya alam 

sebagai suatu kekayaan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadila bagi rakyat 

Indonesia.Hal ini untuk mewujudkan cita-cita luhur yang terdapat dalam pembukaan UUN 1945 

yang menuntut keserisan komitmen politik pemerintah dalam mewujudkannya. Tap MPR tersebut 

mempertimbangkan Bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang 

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu 

harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang 

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Ketetapan  Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 

merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan 

sumber daya alam.  Ketetapan tersebut secara hierarkis berada pada posisi tertinggi setelah UUD 
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g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, 

baikuntuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan 

tetapmemperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;  

h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai 

dengankondisi sosial budaya setempat;  

i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan 

antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan 

sumber daya alam; 

j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat 

dankeragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya 

alam; 

k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah 

(pusat,daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), 

masyarakatdan individu;  

l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di 

tingkatnasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang 

setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya 

agraria/sumber dayaalam.67 

 

Salah satu nilai yang harus dituang dalam sistem peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam termasuk SDA adalah nilai 

keadilan.68  Menurut Sudhart P. Hadi69, hukum yang baik (good norm) adalah 

hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, berkadilan, dan demookratis.  

Hal itu dapat dicapai jika penyusunannya mengikut sertakan berbagai pihak 

terkait sejak awal (good process).  Oleh karena itu pembuatan hukum (law 

making) seharusnya juga memperhatikan ketiga prinsip tersebut termasuk dalam 

melakukan rekontruksi terhadapnya apabila ditemukan penyimpangan-

 
 

 
68 1945, Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam termasuk 

air harus berdasarkan pada Ketetapan MPR tersebut. 
69Sudharto P. Hadi, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, (Semarang : BP 

UNDIP,2002),h. 5 
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penyimpangan terhadap penegakannya.  Jadi nilai keadilan dan keadilan sosial 

sanyat relevan untuk dijadikan sebagai basis pemanfaatan SDA.70 

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, negara dapat melakukan campur 

tangan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya 

alam yang berupa sumberdaya air.  Pemanfaatan atau lebih tepatnya adalah 

pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.71  

Berjalannya dinamika kehidupan bernegara tentunya harus berdasarkan grand 

norm tersebut.  Segala bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-undang) 

haris sesuai secara hierarkis terhadap UUD 1945.  Jika ditengah berjalannya suatu 

peraturan perundang-undangan (Undang-undang) ditemukan ketidaksesuaian, 

maka melalui gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi yang 

berwenang terhadap Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. 

 

2. Hak Guna Usaha Atas Air 

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah 

permukaan tanah,  termasuk dalam pengertian ini air permukaan,air tanah, air 

hujan, dan air laut yang berada di darat.72  Namun, setelah Mahkamah Konstitisi 

mengucapkan putusan Nomor 85PUU-XI/2013 pengertian secara normatif-yuridis 

air bergeser.  Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari 

sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, 

tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.73 

Sistem pengelolaan air yang berkesinambungan muncul dari gagasan bahwa 

air adalah milik bersama (res commune)  yang diwariskan secara turun-temurun.  

Curahan tenaga dalam upaya konservasi dan pembngunan masyarakat menjadi 

investasi terpenting dalam SDA.  Dalam ketiadaan modal, masyarakat yang 

bekerja secara kolektif memberikan input utama atau “investasi” dalam proyek-

proyek air.74 

 
70Suteki, Dimensi Hukum di Ruang Sosial, h.250 
71Suteki, Dimensi Hukum di Ruang Sosial, h 246 
72Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
73Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undag Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan 
74Suteki, Dimensi Hukum di Ruang Sosial, h. 263 
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Apabila melihat dari sumber daya air yang ada di Indonesia, cadangan air di 

Indonesia yang diperkirakan mencapai 2.530 km3
, termasuk dalam salah satu 

Negara yang memiliki cadangan air terkaya di dunia. Data lain menunjukan, 

ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000 m3 perkapita per tahun.  Angka ini 

jauh diatas ketersediaan air rata-rata di dunia yang hanya 8.000 m3 per tahun.75  

Ketersediaan tersebut bisa jadi kekayaan Indonesia di bidang sumber daya air juga 

bisa jadi ladang untuk menjalankan bisnis atas hak guna air.  Air yang merupakan 

salah satu dari sumber daya alam, menjadi hak dasar dari kebutuhan manusia, 

yang menjadikannya suatu harta yang harus dilindungi keberadaannya.  

Keberadaan sumber daya air, yang merupakan hak konstitusional setiap warga 

Indonesia menjadi begitu penting.  Realitasnya, sering kali menjadi kepentingan 

pihak Individu tertentu, bukan kepentingan publik yang seyogyanya untuk 

kemakmuran rakyat seperti yang tertuang dalam konstitusi.  Air yang memiliki 

potensi alamiah (kebutuhan hidup) kini direkayasa sedemikian rupa menjadi 

potensi komersial.  Hal ini sepatutnya tidak perlu terjadi di negeri yang kaya akan 

sumber daya air.  Air yang seyogyanya menjadi hak setiap lapisan warga 

Indonesia, karena hak konstitusionalisme jaminan UUD 1945, kini beralih ke 

ajang bisnis privatisasi sumber daya air.  Konstitusi kita memberikan legitimasi 

hak konstitusional air,  dimana negara yang berdaulat seharusnya melindungi 

kedaulatannya dalam berbagai aspek, terutama air yang merupakan kedaulatan 

lingkungan.  

Bisnis-bisnis yang menggunakan Sumber Daya Air kian menjamur di 

Indonesia.  Berdasarkan data Asosiasi Air Minum dalam Kemasan Indonesia 

(ASPADIN), yang menaungi pengusaha air minum dalam kemasan (AMDK), 

anggota ASPADIN mencapai 193 industri, sedangkan total jumlah indistri 

AMDK ada 615 dengan lebih dari 500 merk, antara lain: aqua, nestle, club, vit, 

oasis, dan ades.76  Perusahaan-perusahaan tersebut timbul karena ada hak guna air 

lebih khusus hak guna usaha dalam Undang-Undang SDA yang kini telah 

dibatalkan Mahkamah Konstitusi. 

 
75 Rohani Budi Prihatin, Info Singkat: Air Bersih di Perkotaan, (Sekertariat Jendral DPR RI: Pusat 

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009), h. 9 
76Air Bersih Kian Sulit Dicari,Kompas,Kamis 4 Maret 2015. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hak guna air  adalah hak untuk memperoleh dan memakai 

ataumengusahakan air untuk berbagai keperluan.77  Dalam hak guna ada beberapa 

jenis hak guna yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha.  Yang menjadi lading 

bisnis air adalah hak usaha yang mana pengertian dari pada hak guna usaha adalah 

Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.78  Lebih 

lanjut berkaitan dengan hak guna usaha yang bersangkutan dengan siapa yang 

berhak mengelolanya termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) UU SDA, bahwa : 

“Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan ataubadan usaha 

dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya” 

 

Pasal tersebut tentunya sangat memberikan celah bagi perusahaan-

perusahaan swasta untuk mengelola dan menjadikan air sebagai ladang usaha 

yang berujung kepada keuntungan semata.  Ada tiga macam ha katas air yang 

dapat ditemukan dalam UU SDA, yaitu hak guna air, hak pakai air dan hak guna 

usaha air.  Secara ringkas, uraian tentang hak guna air yang diatur di dalam UU 

SDA dapat disajikan ke dalam table berikut: 

Tabel : Jenis-jenis Hak Atas Air Menurut UU SDA79 

Jenis 

Hak 

Cara 

Memperoleh 
Untuk Siapa Untuk Apa 

Persyaratan 

Apa 

Hak 

Guna Air 

Tanpa izin 

(Pasal 8 Ayat 

(1)) 

Perorangan 

Kebutuhan 

pokok sehari-

hari 

Tidak 

mengubah 

kondisi 

sumber air 
Perorangan 

atau kelompok 

Pertanian rakyat 

dalam irigasi 

yang sudah ada 

Hak 

Guna 

Dengan Izin 

(Pasal 8 Ayat 
Perorangan 

Kebutuhan 

pokok sehari-

Mengubah 

kondisi air 

 
77Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undag Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air  
78Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undag Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
79Imam Anshori, “Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No. 7 Tahun 2004, 

Makalah (Departemen Kimpraswil, 2004) Dalam, Suteki 
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Pakai (2)) hari 

Perorangan 

atau kelmpok 

Pertanian diluar 

jarngan rigasi 

yang sudah ada 

Kelompok 

Kebutuhan 

pokok sehari-

hari dan 

kebutuhan sosial 

Hak 

Guna 

Usaha 

Dengan Izin 

(Pasal 9) 

Perorangan/Ke

lompok/Badan 

Usaha 

Untuk 

memenuhi 

kebutuhan usaha 

Mengubah 

atau tidak 

kondisi 

sumber air 

 

Dalam Hak Guna Usaha atas air perorangan/kelompok/badan usaha 

(swasta).  Pihak swasta dengan izin pemerintah yang berwenang berhakuntuk 

mengelola air sebagai komoditas ekonomi.  Kenyataan tersebut tentunya tidak 

sesuai dengan cita-cita konstitusi yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan 

alam lainya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Dari permohonan mereka, terlihat bahwa para pemohon menilai air telah 

berubah jadi komoditas:  80 

“Beberapa persoalan yang muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses 

pengelolaannya. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran makna air yang 

sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi  komoditas yang 

lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari 

keuntungan. Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak 

guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta tampak dalam Pasal 9 

ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14” 

 

 
80Alasan Pokok Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. H. 

16 
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Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang 

membatalkan UU SDA Hak Guna Usaha Air sebagaimana disinggung diatas 

secara otomatis tidak berlaku kembali. Segala bentuk pengaturan tentang tata 

kelola air dikembalikan ke Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang 

Pengairan. Hak Guna Usaha air beralih menjadi pengusahaan yang ditegaskan 

dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, 

bahwa: 

Pasal 11  

(1) Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk 

meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya 

dilakukan olehPemerintah, baik Pusat maupun Daerah. 

(2) Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang. melakukan 

pengusahaanair dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari 

Pemerintah, denganberpedoman kepada azas usaha bersama dan 

kekeluargaan.  

(3) Pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal tersebut menjadi landasan atas hak pengusahaan atas air.  Segala 

bentuk perusahaan tata kelola air yang berdiri harus mendasarkan kepada undang-

undang yang berlaku tersebut.  Hak guna atas air tidak diatur secara tegas dalam 

UU Pengairan.  Berkaitan dengan Hak Guna Usaha, dalam UU Pengairan Hak 

guna diatur sebagaimana pasal di atas, yang mana hak guna usaha adalah 

pengusahaan atas air.  Praktek privatisasi dan/atau eksploitasi sebagaimana 

dimaksud, berkembang meluas karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap air 

yang semakin meningkat sehingga mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi 

air di banding nilai dan fungsi sosialnya.  Disisi lain, pengelolaan sumber daya air 

yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung memihak kepada 

pemilik modal serta mengabaikan fungsi sosial sumber daya air.  

Tentunya pergeseran normatif-yuridis regulasi tata kelola memberikan 

implikasi terhadap perusahaan-perusahaan tata kelola air yang berdiri hingga saat 

ini.Implikasi yang jelas adalah implikasi regulasi, yang mau tidak mau segala 
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perusahaan yang menjadikan air sebagai komoditas ekonomi harus taat dan patuh 

terhadap implikasi regulasi tersebut. 

3. Status Perusahaan Tata Kelola Air di Indonesai Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 

 

Berdasarkan pada situasi dan kondisi konflik atas Sumber Daya Air dan 

ketercabutan regulasi atas Sumber Daya Air, arah politik legislasi terhadap UU 

SDA menuai berbagai perdebatan.  Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan 

penegasan atas dibatalkannya keberlakuan secara kesluruhan UU SDA karena 

tidak memenuhi enam prinsip81 dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. 

Tata kelola sumber daya air sejatinya harus dilandaskan terhadap pasal 33 

ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, bahwa: 

Pasal (2) 

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 

Pasal (3) 

bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU.XI/2013 yang membatalkan  UU No. 

7 Tahun 2004 tentang SDA adalah upaya untuk mengembalikan tata kelola air 

agar relevan dengan konstitusi di atas.  Akibat hukum yang jelas dari putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut adalah dikembalikannya regulasi tata kelola air ke 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tetang Pengairan karena Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tidak memiliki 

 
81Enam prinsip tersebut antara lain. Pertama, Setiap pengusahaan atas air tidak boleh 

mengganggu, mengesampingkan, apalagi menidakan hak rakyat atas air Karen bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh Negara, juga 

peruntukannya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Kedua, Negara harus memenuhi hak 

rakyat atas air.Ketiga, Harus mengingat kelestarial lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak 

asasi manusia.Keempat, Air sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup 

orang banyak yang harus dikuasai oleh Negara.Kelima, sebagai kelanjutan hak menguasai oleh 

Negara dank arena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka 

prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah BUMN/D.Keenam, Pemerintah 

dimungkinkan untuk membrikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusaan atas air 

dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.Dalam, Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.h, 138-139 
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kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah Konstitusi.  Berlakunya UU 

Pengairan tentunya memberikan dampak terhadap pengelolaan air di Indonesia, 

terutama perusahaan tata kelola air pada saat ini. 

Melihat kesesuaian hukum dan pertentangannya antara aturan pelaksanaan 

dari UU SDA berupa peraturan pemerintah dengan UU Pengairan.  Harmonisasi 

dan sinkronisasi82 hukum dipandang penting manakala terdapat perbedaan 

mendasar kontekstualisasi paradigma penguasaan atas sumber daya air antara 

turan UU SDA dengan UU Pengairan mengedepankan pengelolaan sumber daya 

air dengan pendekatan tanggung jawab Negara (pengusaan Negara) yang 

mengutamakan kepentingan kebutuhan sosial (hajat hidup orang banyak) dan 

pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengusahaan, perlindungan dan 

pembiayaan atas manfaat dari pengairan serta belum detai mengatur soal 

pemanfaatan air untuk kepentingan industri lainnya.83 

Sedangkan subtantif dari ketentuan UU SDA dalam pengelolaanya 

menggunakan tanggung jawab Negara mengutamakan pengelolaan ekosistem dan 

sebesar-besarnya membuka peluang melibatkan pihak swasta.  Selain daripada itu 

bisa didentifikasi bahwa seluruh perusahaan-perusahaan swasta yang 

memanfaatkan sumber daya air pasca putusan MK tersebut tidak lagi memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

Realitas mengungkapkan bahwa masih banyak pihak swasta yang ikut serta 

dalam pengelolaan air, dengan kenyataan tersebut, akan membuka celah-celah 

hukum bagi pihak tersebut untuk tetap melakukan privatisasi air, karena tidak ada 

payung hukum yang jelas pasca putusan MK tersebut. Hal ini bertabrakan dengan 

amanat MK yang menyerukan tentang penghapusan privatisasi air di Indonesia 

ini.  Aktifitas perusahaan tata kelola air yang masih terus menerus memanfaatkan 

sumber daya air tanpa kekuatan hukum yang jelas atau secara illegal, bisa 

 
82Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana 

hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi sama lainnya.  Hal ini dapat dilakukan melalui 

dua faktor yaitu vertikal dan horizontal.Vertikal, untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-

undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang 

lainnya atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.  Horizontal, apabila dua 

dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sedrajat dan mengatur bidang 

yang sama.  Dalam, Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” , h. 27-30 
83Ria Casmi Arrsa, “Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya 

Air”, Jurnal Recgtvinding, Vol 4, No. 2 (Agustus:2015),h. 12 
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dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan sumber daya air yang 

dapat menimbulkan kerugian Negara sebagaimana tercantum pasda Pasal 15 Ayat 

(2) UU Pengairan, bahwa: 

Pasal 15  

(1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan 

atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah): a). 

barang siapa  dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau 

sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan 

perencanaan teknis tatapengaturan air dan tata pengairan serta 

pembangunan pengairan sebagaimanatersebut dalam Pasal  8 ayat (1) 

Undang-undang ini ; b) barang siapa dengan sengaja melakukan 

pengusahaan air dan atau sumbersumberair tanpa izin dariPemerintah 

sebagaimana tersebut dalam Pasal 11ayatUndang-undangini ; c) barang 

siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk 

pengusahaanair dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 11 ayat (2)Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak 

melakukan dan atau sengajatidak ikut membantu dalam usaha-usaha 

menyelamatkan tanah, air, sumber-sumberair danbangunan-bangunan 

pengairan sebagaimana tersebut dalamPasal13 ayat (1) huruf a, b, c, 

dan dUndang-undang ini 

(2) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan. 

(3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran 

atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan 

Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam 

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau 

denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah). 

(4) Perbuatan pidana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran. 

 

Mahkamah Konstitusi menganggap UU SDA bertentangan dengan UUD 

1945.  UU SDA telah membuka gerbang privatisasi atau penguasaan yang 

sebesar-besarnya terhadap tata kelola air di Indonesia.  Padahal Pasal 33 Ayat (3) 

UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Bumi, Air dan kekayaan yang 
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terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. 

Frase “dikuasai oleh negara” ditafsirkan dengan lima tolok ukur: hak 

penguasaan negara meliputi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), 

pengaturan (regelendaad), pengelolaan (behersdaad), dan pengawasan 

(toezichthoudensdaad).84  Hak penguasaan Negara atas air itu dapat dikatakan ada 

apabila Negara, yang olh UUD 1945 deberi mandat untuk membuat kebijakan 

(beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(behersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). 

Fungsi pengrusan (bestuursdaad) oleh Negara dilakukan oleh pemerintah 

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan 

(vergunning), lisensi (licentie), dan konsensi (concenssie).Funsgi pengaturan oleh 

Negara (regelendaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-

holding) dan/atau melalui ketrlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara sebagai instrument kelambagaan 

melalui mana Negara c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaaanya atas 

sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  Demikian pula fungsi pengawasan oleh Negara (toezichthoudendaad) 

dilakukan oleh Negara c.q Pemerintah dalam rangka mengawasi dan 

mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas cabang produksi 

yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-

benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.85 

Frase “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

ditentukan dengan empat tolok ukur: kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, 

pemerataan, tingkat partisipasi rakyat dan penghormatan terhadap hak rakyat 

secara turun menurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.86 

Beberapa poin yang perlu dicermati dalam putusan MK tersebut yang oleh 

Bosman Batubara dalam analisisnya mengatakan bahwa terdapat empat masalah 

 
84Bosman Batubara, Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan  MK Nomr 85/PUU-XI/2013 

tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Artikel,(Front 

Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), 2015), h,2. 

85Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. h, 141 
86 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010. h. 161.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

dalam putusan MK. Pertama, pemetaan yang kurang tepat dalam sektor tata 

kelola air antara makna public dan private.  Kedua, terlalu memberikan porsi yang 

besar tehadap bagi tata kelola air oleh negara/daerah.  Ketiga,  pengelolaan 

sumber daya air dikembalikan ke Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang 

Pengairan.  Keempat, kurang memberikan porsi terhadap air sebagai bagian yang 

tak terpisahkan dari keseluruhan ekosistem.87 

Sehubungan dengan judul dalam penelitian ini adalah akibat hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola 

air, maka peneliti akan fokus terhadap persoalan yang berhubungan dengan 

perusahaan tata kelola air.  Ada tiga permasalahan yang berimplikasi terhdap 

perusahaan tata kelola air di Indonesia yaitu pemetaan yang kurang tepat dalam 

sektor tata kelola air antara makna public dan private; terlalu memberikan porsi 

yang besar tehadap bagi tata kelola air oleh negara/daerah; pengelolaan sumber 

daya air dikembalikan ke Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.  

Persoalan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dikembalikan ke 

Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan sebgaimana dimaksud 

dalam pemaparan diatas. 

Menanggapi masalah tentang pemetaan wilayah public dan private, Bosman 

melihat bahwa asumsi yang terbangun selama proses persidangan memposisikan 

tata kelola air kepada publik dalam hal ini adalah negara melalui Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah (BUMN/D)88, sedangkan private diasumsikan dengan pihak 

swasta, koperasi89 dan lembaga-lembaga diluar badan milik negara.90  Bosman 

 
87Bosman Batubara, Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan  MK Nomr 85/PUU-XI/2013 

tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.h,2. 
88 Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui pernyataan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.  Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) pengertiannya hampir sama dengan BUMN hanya saja seluruh atau sebagaian besar 

modalnya dimiliki oleh Daerah bukan agi Negara. 
89 Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan 

oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.  Dalam 

perusahaan tata kelola air yang berbentuk koperasi bisa dicontohkan seperti AQNU, Air Midum 

Dalam Kemasan (AMDK) Sidogiri yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren 

(KOPONTREN) Sidogiri. 
90Bosman Batubara, Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan  MK Nomr 85/PUU-XI/2013 

tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. h. 3. 
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menafsirkan bahwa para pemohon menyamakan koperasi dengan sektor swasta,91 

dan MK pun menyetujuinya dengan mengabulkan seluruh permohonan tanpa ada 

diskusi kritis tentang perbedaan konseptual tentang tata kelola ini. 

Kenyataannya, dalam tata kelola air terdapat empat konsep yang terdiri atas: 

swasta (private), kemitraan antara swasta dengan publik (public-private 

patnership), publik (public), dan tata kelola bersama (common goods) atau yang 

oleh Endaryanta disebut dengan collective goods.92  Menurut praktiknya, keempat 

tata kelola air tersebut dapat dicontohkan, pertama dengan tata kelola yang 

dipegang oleh swasta seperti yang dilakukan oleh PT Aqua Danone.Kedua adalah 

model tata kelola oleh pemerintah, seperti yang terdapat dalam 359 PDAM yang 

ada di Indonesia.93  Ketiga adalah tata kelola kombinasi, private-public 

patnership, seperti PDAM Palyja di Jakarta.Untuk pembagian yang keempat 

tentang tata kelola bersama dalam konteks sumber daya air, bisa dicontohkan 

seperti Koperasi. 

Permasalahan selanjutnya dari analisis bosman batubara yaitu terlalu 

memberi ruang pada BUMN/D untuk mengelola air.  Masalah ini menindak 

lanjuti pada masalah pertama.  Frase “dikuasai oleh negara”, dalam konteks ini 

ditafsirkan “bahwa BUMN/D harus dominan”.94  Tafsir tersebut meminggirkan 

poin yang lain dalam pasal 33 UUD 1945 tentang “dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”, yang seperti dijelaskan sebelumnya. 

 
91Alasan pokok permohonan, h. 19: “Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem 

penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah.   Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas...” 
92Bosman Batubara, Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan  MK Nomr 85/PUU-XI/2013 

tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. h. 3. 
93BPPSPAM (Badan Pendukung Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum) Kementrian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014,  Kinerja PDAM 2014, Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, h. 10. Dalam, Bosman Batubara, Menafsir Pasal 33: 

Analisis Terhadap Putusan  MK Nomr 85/PUU-XI/2013 tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2004 Tentang Sumber Daya Air. Artikel,(Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam 

(FNKSDA), 2015). h,2. 
94 Seperti dalam keteranagan saksi ahli pemohon Prof. Dr. Absori, S.H., M. H. Dalam putusan MK 

Nomor 85/PUU-XI/2013, h. 43: “...cabang-cabang  produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan menguasai hajat hidup orang 

banyak harus dikuasai negara. Maknanya adalah bahwa BUMN maupun BUMND harus 

dominan...” 
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Substansi tersebut tampaknya dibenarkan oleh MK dengan penafsiran 

barunya pada bagian “Pendapat Mahkamah”95, dimana negara menjadi peringkat 

pertama dalam mengelola air, hal ini disamakan dengan tata kelola minyak dan 

gas bumi yang hasilnya dimasukkan kepada APBN dan manfaatnya 

didistribusikan sebesar-besarnya kepada rakyat. 

Menurut Bosman, terdapat dua implikasi besar pada tafsiran tersebut, 

pertama penyamaan antara sumber daya air dengan sumber daya minyak dan gas. 

Kedua pemberian hak penguasaan dominan kepada negara dalam arti BUMN/D.96 

Untuk dampak yang pertama, penulis dapat menganalisis pemikiran Bosman 

menggunakan tabel berikut: 

Tabel Implikasi dari perbedaan air dengan minyak dan gas97 

Jenis 

Perbedaan Implikasi 

Air 
Minyak 

dan gas 
Air 

Minyak dan 

gas 

Pemanfaatan 
Tidak dapat 

disubtitusi 

Dapat 

disubtitusi 

Harus 

BUMN 

Tidak Harus 

BUMN 

Cadangan 
Mudah 

didapat 

Semakin 

langka 

Tidak 

Harus 

BUMN 

Harus 

BUMN 

Proses 

pengolahan 
Langsung Pengilangan 

Tidak 

Harus 

BUMN 

Harus 

BUMN 

 

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa, dari segi pemanfaatan air memang 

harus diprioritaskan, karena fungsi air tidak bisa diambil dengan sumber daya 

 
95 Pendapat Mahakamah, h. 131: “Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap ‘hak 

menguasai negara’ dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara 

atas sumber daya alam, dalam hal ini meinyak dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya 

lebih banyak, yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya akan meningkatkan usaha ke arah 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
96 Bosman Batubara, Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan  MK Nomr 85/PUU-XI/2013 

tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. h, 3 
97 Mohamad Toha Hasan dkk, “Water Restoration Sebagai Upaya Optimalisasi Ekokarasi di 

Bidang Kedaulatan Air Demi Terwujudnya Keadilan Sosial”,  Karya Tulis Ilmiah, (UIN MALIKI 

Malang, 2015),h. 16 
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alam yang lain. Berbeda dengan minyak dan gas, mereka bisa disubtitusi dengan 

yang lain, misalnya tenaga angin, matahari, bahkan sumber air sendiri.  Berbeda 

dengan letak cadangan, untuk minyak dan gas sudah menjadi hal yang umum 

apabila langka, karena energi tersebut tidak dapat diperbarui.  Menurut peneliti 

hal tersebut hampir sama dengan keadaan antara air dengan minyak dan gas. Air 

bersih saat ini sudah menjadi bahan yang langka.  Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan bahwa tingkat akses pelayanan air bersih baru mencapai 39 

persen penduduk perkotaan.98  Untuk proses pengolahann sendiri hampir sama 

intinya antara air dengan minyak dan gas. Meski untuk mendapatkan air tidak 

membutuhkan pengilangan, namun karena adanya eksploitasi tentang tata kelola 

air, untuk mendapatkan air sendiri mungkin hampir sama dengan usaha 

mendapatkan minyak dan gas.  

Dari pemaparan di atas peneliti memberikan beberapa pandangan berkaitan 

dengan akibat hukum putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIII/2013.  

Adapun pandangan ini berdasarkan analisis daripada pemaparan sebagaiaman 

telah teruraikan di atas.  Dinamika regulasi tata kelola air memberikan dampak 

normatif-yuridis terhadap pengelolan sumber daya air di Indonesia.   

Pemberlakuan kembali UU Pengairan memberikan implikasi yang begitu 

signifikan terhadap perusahaan tata kelola air, walaupun pada saat ini implikasi 

normatif tersebut cenderung dihiraukan. 

Penguasaan Negara atas air memang seharusnya lebih dominan.  Hal ini 

tidak lepas dari konsep air yang sejatinya adalah res commune atau hajat hidup 

orang banyak.  Kebutuhan ekonomi manusia menjadikan sumber daya air sebagai 

komoditas ekonomi yang efektif dijadikan ladang bisnis.  Perusahaan-perusahaan 

tata kelola air swasta yang berdiri saat ini seharusnya tidak lagi dikuasai swasta 

sebagai pemegang kendali perusahaan. 

Akibat hukum terhdap perusahaan tata kelola air yang pertama, dengan 

landasan bahwa aktifitas perusahaan tata kelola air yang masih terus menerus 

memanfaatkan sumber daya air tanpa kekuatan hukum yang jelas atau secara 

illegal, bisa dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan sumber daya 

 
98Permasalahan Air Bersih tak Kunjung Henti, http://blog.sandal-akasaka.com/permasalahan-air-

bersih-tak-kunjung-henti. Diakses pada tanggal Senin 7 Desember 2015. 

http://blog.sandal-akasaka.com/permasalahan-air-bersih-tak-kunjung-henti
http://blog.sandal-akasaka.com/permasalahan-air-bersih-tak-kunjung-henti
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air yang dapat menimbulkan kerugian Negara sebagaimana tercantum pasda Pasal 

15 Ayat (2) UU Pengairan.  Berdasarkan UU Pengairan seharusnya pengusahaan 

air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan 

kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh 

pemerintah, baik pusat maupun daerah.99  UU Pengairan tersebut memberikan arti 

bahwa seharusnya perusahaan tata kelola air adalah BUMN/D sebagai bentuk 

implementasi penguasaan sepenuhnya terhadap sumber daya air.  Namun, bukan 

berarti pihak swasta tidak boleh sedikitpun mengunakan hak guna usaha atas air.  

Badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air 

dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan 

berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.100  Pengelolaan 

sumber daya air tentunya lebih dominan terhadap BUMN/D sebagai representasi 

Negara untuk mengelola sumber daya air.  Pihak swasta yang mengelola sumber 

daya air tentunya harus mendapatkan izin pemerintah sebagai penguasa sumber 

daya air berdasarkan prinsip penguasaan air dan berpedoman kepada azas usaha 

bersama dan kekeluargaan tanpa adanya unsur privatisasi liberal. 

Kedua, Penguasaan yang dominan kepada BUMN/Dmemberikan arti bahwa 

penguasaan sumber daya air memang diberikan sepenuhnya kepada Negara.  

Frase “dikuasai oleh negara” ditafsirkan dengan lima tolok ukur: hak penguasaan 

negara meliputi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 

(regelendaad), pengelolaan (behersdaad), dan pengawasan 

(toezichthoudensdaad).  Hak penguasaan Negara atas air itu dapat dikatakan ada 

apabila Negara, yang olh UUD 1945 deberi mandat untuk membuat kebijakan 

(beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(behersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).  UU Pengairan belum 

sepenuhnya menegaskan negara sebagaia satu-satunya yang berhak untuk 

mengelola sumber daya air.  Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan 

yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh 

izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan 

kekeluargaan.  Dengan ini pemerintah sebagai penguasa harus air harus 

 
99Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan 
100Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

memberikan syarat-syarat yang ketat kepada swasta untuk mengelola sumber daya 

air sebagai komoditas ekonomi.  Sumber daya air yang sejatinya adalah res 

commune dan hajat hidup orang banyak harus memperhatikan enam prinsip 

sebagaiamana telah dipaparkan diatas. 

Sumber daya air sebagai kekayaan alam Indonesia memang harus dikelola 

dengan baik.  Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat harus benar-benar diimplementasikan dalam hal pengelolaan 

sumber daya air ini.  Dengan ini diharapkan demokrasi ekonomi dapat terwujud 

untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.  Sudah saatnya rakyat Indonesia mampu 

hidup sejahtera dengan kekayaan alam yang ada. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Kelola Air di 

Indonesia 

Permasalahan peraturan perundang-undangan tentang Tata Kelola Air di 

Indonesia Paska dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air (SDA), pengaturan mengenai bidang SDA di Indonesia dikembalikan kepada 

UU Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengairan sampai dengan dibentuknya UU 

SDA yang baru.101 Hal ini sesuai dengan pendapat mahkamah dalam Putusan MK 

Nomor 85 Tahun 2013. Saat ini telah disahkan UU SDA yang baru melalui UU 

Nomor 17 Tahun 2019. Ketentuan penutup UU SDA yang baru juga telah 

mencabut keberlakuan dari UU Pengairan, sehingga UU SDA saat ini menjadi 

satu satunya pengaturan terkait sektor sumber daya air.102 Permasalahan dan 

perlunya penerapan suatu peraturan terpadu yang mengatur konsep di bidang 

sektor sumber daya air dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Konsideran UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  

Jika merujuk pada konsideran bagian menimbang dan mengingat, maka 

UU SDA a quo tidak mendasarkan pada ketentuan UU lainnya yang masih 

berlaku, khususnya UU yang berkaitan dengan sumber daya alam. 

Konsideran bagian menimbang huruf d meyatakan bahwa dengan 

diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak 

kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai 

pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat sehingga perlu diganti.103 Sedangkan konsideran 

 
101 Amar Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 
102 Pasal 75 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air 
103 Vide, Konsideran bagian menimbang huruf d, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air. 
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bagian mengingat hanya mendasarkan pada Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 

20, Psal 21 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.104 

 

Konsideran tersebut tidak mendasarkan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1960 

(UUPA). Padahal UUPA merupakan ketentuan pokok yang dapat menjadi 

payung hukum bagi pembentukan UU di era saat ini. Walaupun 

keberlakuan beberapa ketentuan UUPA dapat dipertanyakan relevansi 

keberlakuannya saat ini, namun UU SDA a quo sama sekali tidak 

mengindahkan adanya ketentuan dalam UUPA. Sehingga, pembentukan 

dari UU SDA a quo dan keberlakuan dari UUPA berjalan sendiri (tidak 

saling tinjau-meninjau). Hal ini berpotensi dimungkinkannya terjadi 

pertentangan ketentuan pasal, ataupun pengaturan yang berulang dalam 

keberlakuan kedua UU ini. Adanya wacana pemerintah dalam membentuk 

omnibus law dapat menjadi momentum dalam hal meninjau kembali 

keberlakuan kedua UU ini. Terutama dalam hal membahas mengenai dasar 

hukum pembentukannya serta pasal-pasal.  

2. Hak Guna Air dalam (UUPA) dan Izin Penggunaan Air dalam (UU SDA) 

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di atas, keberlakuan UUPA 

dan UU SDA yang baru tanpa adanya dasar hukum yang saling berkaitan 

berpotensi akan menimbulkan adanya pertentangan ketentuan dalam pasal-

pasalnya. Ketentuan mengenai penggunaan air dalam kedua UU ini 

berbeda. UUPA mendefinisikan penggunaan air dalam bentuk “hak” yang 

hanya terdiri dari dua pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 47, berbunyi: 

“(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan 

tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.  

(2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Sedangkan dalam UU SDA, penggunaan air diatur sebagai “izin” 

dari pemerintah pusat kepada untuk kebutuhan usaha dan izin 

 
104 Vide, Konsideran bagian Mengingat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air. 
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penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi 

tertentu. Ketentuan ini diatur secara lengkap melalui BAB VI 

tentang Perizinan. Izin Penggunaan Air dapat diberikan oleh 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya dengan memperhatikan fungsi kawasan dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

 

Pengaturan dalam kedua rezim ini sangatlah berbeda, bahkan 

cenderung bertolak belakang. Ketentuan mengenai “hak” dengan 

“izin” merupakan nomenklatur yang memiliki perbedaan makna 

secara yuridis. Hak dairtikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan 

dan menjadi milik subjek hukum penyandang hak. Sedangkan izin 

berarti perbuatan yang diperbolehkan terhadap penerima izin, 

kendati perbuatan tersebut sebetulnya dilarang untuk dilakukan. 

Dalam kedua UU SDA tidak terdapat ketentuan peralihan yang 

menyinggung keberadaan Hak Guna Air. Sementara itu, Hak Guna 

Air sendiri masih berlaku berdasarkan ketentuan dari Pasal 47 

UUPA tersebut. Dalam peraturan lainnya, Hak Guna Air sejatinya 

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 

tentang Hak Guna Air. 

Jika menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori, maka 

dalam hal ini yang dianggap keberlakuannya adalah terkait Izin 

Penggunaan Air sesuai BAB VI UU SDA a quo. Walaupun 

demikian, tetap saja pengaturan seperti ini menimbulkan tumpang 

tindih pengaturan. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum, bahkan dalam level UU. Implikasinya adalah ketentuan 

selanjutnya mengenai perizinan akan menuai konflik dan hambatan. 

Sehingga dapat mengganggu iklim investasi dan EoDB Indonesia. 

Hal ini juga merupakan salah satu hal mendesak untuk dibentuknya 

omnibus law. Melalui omnibus law diharapkan terjadi harmonisasi 

peraturan perundang-undangan pada level UU dalam rangka 

menciptakan kepastian hukum. 
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3. Keberlakuan PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air 

Satu-satunya PP yang bertahan setelah dibatalkannya UU SDA oleh MK 

yang lama ialah PP tentang Hak Guna Air. PP ini mengatur secara spesifik 

terkait ketentuan pelaksanaan Hak Guna Air dalam rezim UU SDA yang 

lama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Peraturan Pemerintah ini 

bertujuan memberikan pengakuan, pemenuhan, dan pelindungan terhadap 

pemegang Hak Guna Air.10 Memang, PP ini mengatur hak guna air 

dengan menjelaskan bahwa Hak Guna Air bukan merupakan hak 

pemilikan atas Air.11 Sehingga, dalam PP ini cenderung mengatur 

penggunaan air sebagai izin.  

PP ini masih berlaku karena dalam Putusan MK Nomor 85 Tahun 2015, 

Mahkamah berpendapat dikarenakan PP ini disahkan lama setelah 

Mahkamah mengakhiri sidang, maka PP ini tidak ikut dipertimbangkan 

untuk dibatalkan keberlakuannya. Namun sekarang, legalitas keberlakuan 

dari PP a quo patut dipertanyakan. Hal ini mengingat dasar hukum 

pembentukannya sudah diganti dengan adanya UU SDA yang baru, yakni 

UU Nomor 17 Tahun 2019. Namun nyatanya sampai saat ini tidak ada 

ketentuan yang membatalkan keberlakuan PP a quo. Bahkan, UU SDA 

yang baru juga memberikan legitimasi hukum keberlakuan bagi PP yang 

telah ada sebelumnya. Pasal 76 huruf b mengatur bahwa semua peraturan 

pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU 

SDA ini.12 Sehingga, PP ini tidak memiliki dasar hukum original intent 

pembentukannya, namun mendapatkan legitimasi dari ketentuan lainnya.  

Permasalahan lebih lanjut muncul pada Pasal 75 huruf UU SDA yang 

baru. Ditentukan bahwa pada saat UU SDA ini mulai berlaku permohonan 

izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya 

Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya 

Undang-Undang ini dan belum dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan 

dengan UU SDA ini. Sampai saat ini, belum terdapat PP yang mengatur  
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10 Vide, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak 

Guna Air. 11 Vide, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2014 tentang Hak Guna Air. 12 Vide, Pasal 76 huruf b, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.  

 

  

  

ketentuan teknis seperti apa Izin Penggunaan Air ini diterapkan, sehingga 

terjadi kekosongan hukum terkait penerapan pasal a quo.  

Ketentuan antara Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 UU SDA yang baru juga 

bertentangan. Pasal 75 huruf b mengharuskan penyesuaian penerapan 

kebijakan izin sesuai dengan UU a quo, sedangkan Pasal 76 masih 

menganggap berlaku peraturan lainnya termasuk PP Hak Guna Air. 

Sedangkan, PP Hak Guna Air sendiri memiliki pengaturan berbeda dengan 

rezim Izin Penggunaan Air. Sehinggam pertanyaannya adalah yang 

manakah dari kedua ketentuan tersebut yang harus digunakan? Hal ini 

merupakan salah satu hal yang sangat mendesak direspon oleh omnibus 

law. Selain dalam hal harmonisasi peraturan, penyelesaian masalah ini 

juga ditunggu untuk merespon dan memberikan kepastian hukum 

berkaitan dengan permohonan izin yang diajukan, namun belum 

dikeluarkan izinnya saat ini. 

B.  Tinjauan al-Maslahah al-Mursalah Atas Hukum Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Tata Kelola Air 

 

1. Urgensi dan Relevansi Hak Atas Air Prespektif al-Maslahah al-

Mursalah 

 

Sistem ekonomi di Indonesia pada dasanya didasarkan pada sistem ekonomi 

demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengamanahkan untuk mengarahkan 

perekonomian di Indonesia kearah sistem ekonomi yang menunjang kesejahteraan 

rakyat.  Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
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lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.  Privatisasi sumber daya air  yang menjadikan air 

sebagai suatu barang komoditas ekonomi yang profit oriented kepada suatu 

golongan tertentu sebagaimana telah dijelaskan diatas memberikan arti bahwa 

perekonomian di Indonesia masih belum tentu arah sebagaimana telah 

diamanahkan oleh konstitusi. 

Inti masalah ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional (kapitalis 

maupunsosialis) adalah masalah kebutuhan manusia yang tak terbatas sedangkan 

alat pemuas kebutuhan yang terbatas atau langka (scarcity). Dalam kaitan itu 

ekonomi konvensional menempatkan keinginan (wants) dan kebutuhan (needs) 

sebagai satu bentuk yang sejajar dansaling terikat karena memang wants dan 

needs berasal dari tempat yang sama, yaitu naluri hasrat manusia.105 

Islam menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak 

terbatas.Sebabdalam kebutuhan tertentu misalnya makan dan minum manakala 

perut sudah merasa kenyang maka dia sudah merasa puas karena kebutuhannya 

telah terpenuhi. Sehingga kesimpulannya bahwa kebutuhan manusia sifatnya 

terbatas sebagaimana dijelaskan dalam konsep law ofdiminishing marginal utility 

bahwa semakin banyak barang dikonsumsi maka pada titik tertentu justru akan 

menyebabkan tambahan kepuasan dari setiap tambahan jumlah barang yang 

dikonsumsi akan semakin berkurang.106 

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan 

mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya dan asy-Syatibi menggunakan 

istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariat tersebut.dengan kata lain, 

menusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan.  Aktivitas ekonomi 

produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti 

didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh 

kebaikan di dunia dan akhirat.  Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi 

mengandung makna bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah 

 
105 Muslimn Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya dalam 

Pengembangan Ekonomi Syariah” Jurnal Assets, Vo.2,No.2 (2012), h. 179 
106 Muslimn Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implementasinya dalam 

Pengembangan Ekonomi Syariah” 
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akan mendatangkan manfat dan berkah.  Dengan demikian, seluruh aktivitas 

ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai 

kebutuhan (needs).  Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. 

Maslahah al-Mursalah digunakan untuk menjawab kasus atau 

permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan hidup manusia, akan 

tetapi belum terdapat hukum yang diputuskan secara pasti tentang permasalahan 

tersebut.107  as-Syathibi menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan 

untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (al-mashalihal-‘ibad), baik di dunia 

maupun di akhirat.  Kemaslahatan inilah,  dalam  pandangannya, menjadi 

maqashid al-Syariah.  Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara 

keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 

‘illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.108 

Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat.  Hal ini sejalan 

dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatal lil’alamin.109  Asy-Syatibi 

dalam al-Muwafaqat menegaskan: 

 ومعلوم ان الشريعة انماوضعت لمصالح الخلق باطلاق 

Artinya: Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan 

untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak110 

 

Ungkapan diatas menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan 

antara hukum Islam dengan kemaslahatan. 

Privatisasi air yang mengarah ke ladang profit oriented adalah merupakan 

cerminan bahwa air masih ladang bisnis.  Penguasaan air oleh swasta yang 

berujung neoliberalisme sungguh telah mencederai bahwa air adalah kepemilikan 

bersama dan hajat hidup orang banyak.  Peran hukum Islam untuk menjawab 

tantangan zaman begitu penting untuk menjawab kasus atau permasalahan yang 

 
107M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, h. 45 
108Jurnal Adalah 
109Nur Kholis, Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer, Jurnal Al-

Mawarid, edisi X (2003),h. 169 
110 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr). Juz II. H. 19 
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terus berkembang sesuaidengan tuntutan hidup manusia.  Sebagaimana ungkapan 

asy-Syatibi bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan 

makhluk maka peran hukum Islam atas permasalahan air ini adalah menjadikan 

air sebagai kemaslahatan manusia. 

Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah terhadap hak atas air 

terletak pada sifat air, kebutuhan manusia atas air dan tujuan disyariatkannya 

hukum Islam.  al-Maslahah al-Mursalah Prinsipnya, menarik manfaat dan 

menghindarkan kerusakan (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid) dalam upaya 

memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara’.111  Konsepsi al-

Maslahah al-Mursalah mendatangkan manfaat antara rakyat sebagai objek 

kemakmuran pemanfaatan air dan perusahaan tata kelola air yang kini masih 

beroperasi mengeksploitasi sumber daya air di Indonesia.  Peran al-Maslahah al-

Mursalah untuk menjawab persoalan diharapkan dapat memberikan kemanfaatan 

dalam dunia perekonomian di Indonesia. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa al-Maslahah al-Mursalah 

relvan Maslahah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru 

yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-

Sunnah, baik diterima maupun ditolak terhadap karena  akibat hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Urgensi Al-Maslahah Al-

Mursalah  digunakan untuk menjawab kasus atau permasalahan yang terus 

berkembang sesuai perkembangan tuntutan hidup manusia, akan tetapi belum 

terdapat hukum yang diputuskan secara pasti tentang permasalahan tata kelola air 

di Indonesia. 

2. Penguasaan Negara Atas Air Prespektif al-Maslahah al-Mursalah 

 

Hak atas air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau 

mengusahakan air untuk berbagai keperluan.  Tidak lepas air adalah kepemilikan 

public atau hajat hidup orang banyak maka menempatkan air pada posisi 

terpenting ntuk kepentingan umum.  Negara sebagai penanggung jawab 

kepentingan umum (maslahih al-ammah) harus memastikan agar bumi, air, langit 

dan api dapat diakses oleh segenap warga mulai untuk kebutuhan hidupnya.  

 
111Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam, h. 77 
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Segala cara dan upaya untum memonopoli sumber-sumber kehidupan bagi orang 

banyak sekedar untuk memuaskan kepentingan sekelompok orang harus dapat 

dicegah oleh Negara.  

Pada dasarnya, as-Syatibi mengakui hak milik individu.Namun,ia menolak 

kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat 

hidup orang banyak.  Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan 

penggunaaanya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun.  Dalam hal ini, ia 

membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek 

kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang bisa dijadikan sebagai objek 

kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah 

milik individu.  Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang 

dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam.112  Islam 

sebagai agama wahyu juga mengatur tentang kepemilikan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang terdiri dari (i) kepemilikan individu (milkiyah fardhiyah); 

(ii) kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) dan (iii) kepemilikan Negara (milkiyah 

dauliyyah).113 

Dalam Hak Guna Usaha atas air perorangan/kelompok/badan usaha 

(swasta).  Pihak swasta dengan izin pemerintah yang berwenang berhak untuk 

mengelola air sebagai komoditas ekonomi.Konsep dikuasai oleh negaraditafsirkan 

dengan lima tolok ukur hak penguasaan negara meliputi kebijakan (beleid), 

pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (behersdaad), 

dan pengawasan (toezichthoudensdaad).  Hak penguasaan Negara atas air itu 

dapat dikatakan ada apabila Negara, yang oleh UUD NRI 1945 diberi mandat 

untuk membuat kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 

(regelendaad), pengelolaan (behersdaad), dan pengawasan 

(toezichthoudensdaad). 

 
112Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Al-

Syatibi (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996). h, 136  
113 Kepemilikan pribadi yaitu kepemilikan terhadap susuatu yang pemanfaatanya hanya untuk 

seseorang yang tertentu sebagai pemilik harta; Kepemilikan umum yaitu kepemilikan terhadap 

sesuatu yang hak pemanfaatanya ditetapkan bagi kelmpok masyarakat dengan ketentuan setip 

anggota masyarakat berhak menggunakan atas nama bagian dari masyarakat tersebut; kepemilikan 

Negara yaitu harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolanya 

menjadi wewenang  khalifah/Negara.  Dalam, Said Muhammad Basyuni, al-Hurriyah al-

Iqtishadiyyah I al-Islam wa Atsaruha fi al-Tammiyah, (Kairo: Dar al-Wafa’, 1988), h. 4 
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Jika ditransformasikan nilai ajaran Islam dalam konteks kontemporer 

terhadap sumber day air, peran Negara begitu penting terhadap pengelolaan dan 

pengendalian sumber daya air.  Tidak lain hal ini adalah untuk kesejahteraan 

rakyat sebagaimana yang telah diamanahkan dalam konstitusi.  Konteks 

penguasaan dan kepemilikan memiliki nilai kesamaan terhadap keberadaan suatu 

benda (dalam hal ini adalah sumber daya air).  Jika konsepsi kepemilikan dan 

penguasaan diintegrasikan maka menimbulkan pengertian baru terhadap 

penguasaan Negara atas penguasaan air. 

Sifat sumber daya air yang pada dasarnya milik bersama (ress commune) 

dalam pandangan Islam diartikan kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah).  

Kepmilikan umum merupakan kepemilikan terhadap sesuatu yang hak 

pemanfaatanya ditetapkan bagi kelompok masyarakat dengan ketentuan setiap 

anggota masyarakat berhak menggunakan atas nama bagian dari masyarakat 

tersebut.  Seiring dengan menjamurnya perusahaan tata kelola air baik yang 

dikelola Negara atau swasta kepemilikan atas air sedikit bergeser kepada 

kepemilikan individu atau kelompok dengan konsepsi privatisasi.  Peran Negara 

begitu penting untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap posisi kepemilikan 

sumber daya air ini yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat.  Maka berdasarkan 

Pasal 33 Ayat (3) Negara adalah pihak pertama yang berkuasa atas air yang 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Dari keadaan ini maka 

Negara andil dalam keberadaan air sebagai penguasa atas air sebagaimana 

penguasaannya yang telah dijelaskan diatas. 

Sebagaimana yang dikemukakan asy-Syatibi dalam al-Muwâfaqât fiUshûl 

al-Ahkâm bahwa maslahahmursalah adalah maslahah yang ditemukanpada kasus 

baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan 

yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara.  Maka Negara menjadi unsur 

atau instrument dalam mendatangkan kemasahatan sebagaimana urgensi Al-

Maslahah Al-Mursalah dalam persoalan akibat hukum putusan Mahkamah 

Konstitusi terhadap perusahaan tata kelola air di Indonesia.  Urgensi Al-Maslahah 

Al-Mursalah tersebut digunakan untuk menjawab kasus atau permasalahan yang 

terus berkembang sesuai perkembangan tuntutan hidup manusia, akan tetapi 
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belum terdapat hukum yang diputuskan secara pasti tentang permasalahan tata 

kelola air di Indonesia. 

3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-

XI/2013 Prespektif al-Maslahah al-Mursalah 

 

Hukum Islam sebagai pedoman bagi kehidupan manusia dituntut untuk 

mampu mengakomodasi segala bentuk keadan sosial dan problematika 

masyarakat yang ditimbulkan tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, 

sehingga hukum Islam tetap dapat berfungsi dan terasa dibutuh-kannya.114  Sebab, 

kalau tidak, hukum Islam akan kehilangan aktualisasinya, bahkan besar 

kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi, atau meminjam 

istilah Abdurrahman Wahid,  fisiolisasi kepentingan umat.115 

Dalam rangka mengaktualisasikan hukum Islam dalam konteks kepentingan 

masyarakat diperlukan adanya upaya reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam 

sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang mengitarinya116 untuk mewujudkan 

produk hukum yang kekinian dan kedisinian.  Persoalan akibat hukum putusan 

Hukum Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU SDA merupakan persoalan 

masyarakat yang belum tentu arahnya.  Disatu sisi cita-cita putusan tersebut untuk 

meminimalisir privatisasi sumber daya air.  Namun, sisi lain masih menjamur 

perusahaan swasta yang mengeksploitasi sumber daya air. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah persoalan fiqih muamalah 

maliyyah. Mendalami fiqih muamalah maliyyah memerlukan kerangka terori atau 

metedologi berpikir yang disebut sebagai Ushul al-Fiqh.117  Salah satu masalah 

yang menjadi tema utama dalam kajian Ushul Fiqih adalah kemaslahatan umat 

manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah SWT. kepada 

mereka.  Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah teori istinbat hukum yang 

 
114Ahmad Mubaligh, “Dinamika Hukum Islam Dalam Kontek Perubahan Sosial”, Jurnal El-

Harakah, Vol. 63, No.01, (Januri-April, 2006),h. 53 
115Ahmad Rofiq,Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,(Yogyakarta: Gama Media, 2001) h. 99 
116Ahmad Mubaligh, “Dinamika Hukum Islam Dalam Kontek Perubahan Sosial”, Jurnal El-

Harakah, Vol. 63, No.01, (Januri-April, 2006),h. 54 
117M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 27 
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mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antaranya ialah al-mashlahah al-

mursalah.118 

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan metode yang fundamental dalam 

membangun, mengkaji dan menentukan kesesuaian ratio legis (‘illat) dalam 

pembahasan tentang Qiyas.  Al-Maslahah Al-Mursalah menitik beratkan 

pembahasannya kepada kasus-kasus yang hukumnya belum ada berdasarkan teks 

(nashAl-Qur’an atau Hadits).  Sebagaimana uraian di atas dalam penelitian ini 

peneliti berusaha menjelaskan tentang bagaimana dinamika hukum Islam dengan 

metode al-Maslahah al-Mursalah asy-Syatibi untuk menjawab pemasalahan 

akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU SDA. 

Akibat hukum terhdap perusahaan tata kelola air yang  Pertama, dengan 

landasan bahwa aktifitas perusahaan tata kelola air yang masih terus menerus 

memanfaatkan sumber daya air tanpa kekuatan hukum yang jelas atau secara 

illegal, bisa dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan sumber daya 

air yang dapat menimbulkan kerugian Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 

15 Ayat (2) UU Pengairan.  Kedua, Penguasaan yang dominan kepada BUMN/D 

memberikan arti bahwa penguasaan sumber daya air memang diberikan 

sepenuhnya kepada Negara.  UU Pengairan belum sepenuhnya menegaskan 

negara sebagaia satu-satunya yang berhak untuk mengelola sumber daya air.  

Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan 

air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan 

berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan. 

Al-Maslahah al-Mursalah menurut asy-Syatibi adalah metode yang valid 

untuk digunakan dalam penetapan hukum Islam.119  Berdasarkan beberapa buah 

definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahah-mursalah 

merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, 

namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada 

 
118 Noorwahidah, Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam 

Syafi'i,Artikel Ilmiah 
119Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra’ al-ma’nawy 

asy-syatibi.h. 136 
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pendekatan maksud diturunkannya hukum syara’ (maqosid asy-syari’ah).120  

Maslahah dalam pengertian istislah adalah manfaat yang dikemukakan oleh syar’i 

dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha pemeliharaan agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta.121  Salah satu konsep pemikiran asy-Syatibi 

adalah persoalan maslahah (mewujudkan kemaslahatan) sebagai tujuan dari 

maqasid syari’ah122.  Asy-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam 

konteks al-maqasid  mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat syar’i adalah 

tahqiq masalih al-khalaqi (merealisasikan kemaslahatan makhluk) bahwa 

kewajiban-kewajiban syari’at dimaksudkan untuk memelihara al-

maqasid.123Maslahah bagi al-Syatibi meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat, 

maka untuk mengukurnya harus dilihat daritingkat kebutuhan dasar manusia.  Ada 

tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia yaitu: kebutuhan dharuriyat 

(kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan 

tertier).124 

Dari paparan diatas maka peneliti menganalisis akibt hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi dengan Maqosid Syari’ah untuk mendapatkan suatu hasil 

maslahah al-mursalah.  Maqashid asy-syari’ah yang dikembangkan asy-Syatibi 

dibagi menajadi tiga aspek, yaitu bersifat dharuriyyah (keharusan), hajiyyah 

(kebutuhan), dantahsiniyyah (penghiasan).  Sumber Daya Air adalah hal yang 

bersifat dharuriyyah (keharusan) dikarenakan air adalah hal tidak bisa 

dihindarkan dalam menopang masalih ad-din (agamadan akhirat) dan dunia, 

dengan pengertian bahwa jika maslahah ini dirusakmaka stabilitas kehidupan 

dunia pun menjadi rusak.  Kerusakan maslahah inimengakibatkan berakhirnya 

 
120Mahmuzar, M.Hum, “Maslahah Mursalah Suatu Metode Istinbath Hukum”, Artikel.h,10 
121Asfri Faya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

1996). h. 142 
122 Muslim Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam 

Pengembangan Ekonomi Syariah”, Jurnal Assets,Vol.2, No.2, (2012).h. 174 
123Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah 

Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”,  Al-Iqtishadiyah, Vol 

I (Desember 2014),h. 58 
124Maqasid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memeihara lima unsur pokok dalam kehiduan 

manusia.  Maqasid al-hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan 

pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.  Sedangkan maqasid al-

tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan 

pemeliharan lima unsur pokok. Dalam,  Asafri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al Syatibi, 

h.72 
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kehidupan dunia ini dan diakhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan 

rahmat.  Kehidupan manusia tidak bisa dihindarkan dengan kebutuhan atas air, hal 

ini lah yang mendasarkan bahwa air adalah kebutuhan primer/dhoruri. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa maqosidus syari’ah adalah  

usaha pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  Hal yang perlu 

dilindungi dari Sumber Daya Air adalah pemeliharaan jiwa dan harta.  

Keberadaan air yang begitu penting dalam kehidupan manusia dan tidak dapat 

digantikan keberadaanya menjadikan air adalah sumber kehidupan manusia yang 

harus dilindungi.  Sumber Daya Air dengan  hak usaha air menjadikan air sebagai 

salah satu sumber mata pencaharian.  Maka layak jika berbagai perusahaan baik 

perusahan milik Negara mapun swasta berbondong-bondong menjadikan air 

sebagai komoditas ekonomi. 

Tidak lepas al-maslahah al-mursalahpada prinsipnya, menarik manfaat dan 

menghindarkan kerusakan (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid) dalam upaya 

memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara’.  Maka 

berdasarkan analisis diatas akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUU-XI/2013 prespektif hukum Islam dinalisis berdasarkan konsepsi 

maslahah al-mursalah.  Aktifitas perusahaan tata kelola air yang masih terus 

menerus memanfaatkan sumber daya air tanpa kekuatan hukum yang jelas atau 

secara illegal, bisa dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan 

sumber daya air yang dapat menimbulkan kerugian Negara sebagaimana 

tercantum pasda Pasal 15 Ayat (2) UU Pengairan.  UU Pengairan belum 

sepenuhnya menegaskan negara sebagaia satu-satunya yang berhak untuk 

mengelola sumber daya air.  Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan 

yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh 

izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan 

kekeluargaan.  Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan 

(jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid) seharusnya pemerintah harus membuat 

peraturan yang jelas berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.  Pengaturan 

tersebut tentunya juga harus menunjang pihak-pihak perusahaan air berdasarkan 
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prinsip menghindarkan kerusakan dan mendatagkan kesejahteraan kepada rakyat 

atas manfaat dari sumber daya air. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Kesimpulan 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menguji 

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 

memutuskan bahwa Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan 

hukum tetap.  Alhasil regulasi yang berhubungan dengan Sumber Daya 

Air dikembalikan kepada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-

undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Dibatalkannya 

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, 

memberikan dampak yang begitu besar bagi perusahaan tata kelola air di 

Indonesia. Undang-undang yang bersifat pokok tersebut tidak dapat 

menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baru sehingga sampai saat ini masih banyak aturan-aturan yang tumpang 

tindih dan tidak sinkron. Seperti dalam UU no. 22 Tahun 2011 tentang 

Migas pada bab III pasal 4 menyatakan bahwa persoalan 

pengusahaan/produksi sumber daya air harus melalui sebuah wadah baik 

berupa BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dan sebagainya. Berbeda 

dengan UU no. 11 tahun 1974 tentang pengairan yang mana 

pengusahaan/produksi air bisa dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha selama mengedepankan konservasi lingkungan. Hal ini semakin 

menegaskan bahwa masih ada peraturan perundang-undangan yang 

disharmoni antara satu dengan yang lainnya. Akibat hukum tersebut 

Pertama, dengan landasan bahwa aktifitas perusahaan tata kelola air yang 

masih terus menerus memanfaatkan sumber daya air tanpa kekuatan 

hukum yang jelas,  atau secara illegal akibat celah disharmonisasi 

tersebut, bisa dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan 

sumber daya air yang dapat menimbulkan kerugian Negara sebagaimana 

tercantum pasda Pasal 15 Ayat (2) UU Pengairan. Kedua, Penguasaan 
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yang dominan kepada BUMN/D memberikan arti bahwa penguasaan 

sumber daya air memang diberikan sepenuhnya kepada Negara. UU 

Pengairan belum sepenuhnya menegaskan negara sebagai satu-satunya 

yang berhak untuk mengelola sumber daya air. Badan Hukum, Badan 

Sosial dan atau perorangan masih bisa melakukan pengusahaan air dan 

atau sumber-sumber air, hal ini harus memperoleh izin dari pemerintah, 

dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan. 

Dengan ini pemerintah sebagai penguasa air harus memberikan syarat-

syarat yang ketat kepada swasta untuk mengelola sumber daya air sebagai 

komoditas ekonomi.  

2. Sumber Daya Air adalah hal yang bersifat dharuriyyah (keharusan).  Hal 

yang perlu dilindungi dari Sumber Daya Air adalah pemeliharaan jiwa 

dan harta.  Keberadaan air yang begitu penting dalam kehidupan manusia 

dan tidak dapat digantikan keberadaanya menjadikan air adalah sumber 

kehidupan manusia yang harus dilindungi.  Sumber Daya Air dengan  hak 

usaha air menjadikan air sebagai salah satu sumber mata pencaharian 

yang juga keberadaaanya diakui sebagai hifdz an-maal.  Sebagaimana al-

maslahah al-mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindari kerusakan (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid) 

seharusnya pemerintah harus membuat peraturan yang jelas berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya air.  Peraturan tersebut tentunya tidak 

tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya; juga harus menunjang 

pihak-pihak perusahaan air berdasarkan prinsip menghindarkan kerusakan 

dan mendatagkan kesejahteraan kepada rakyat atas manfaat dari sumber 

daya air. 

D. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan, 

maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para akademisi 

Penelitian tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang tata 

kelola air di Indonesia, dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air di Indonesia akan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca 

dengan mempelajarinya secara teoritis maupun secara empiris. Begitu juga 

membanding dan menelaah kembali peraturan yang masih banyak 

tumpang tindih dan mengakibatkan disharmonisasi suatu aturan. 

2. Bagi pelaku ekonomi 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa perusahaan tata kelola air di 

Indonesia saat ini masih belum tentu arah.  Kepada BUMN harap untuk 

mempersiapkan diri secara matang untuk mengelola sumber daya air. 

Kepada pihak swasta diharapkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan 

pemerintah agar kontrak yang dimilikinya jelas. 

3. Bagi pemerintah 

a. Kepada pemerintah agar segera membuat peraturan yang jelas dan 

komprehensif berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menaggapi 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 ini. 

b. Melakukan renegoisasi kontrak terhadap perusahaan tata kelola air 

swasta yang hingga saat ini masih menjamur di Indonesia. 

c. Memberikan syarat yang ketat sesuai cita-cita ekonomi demokrasi 

terhadap perusahaan swasta yang mengelola Sumber Daya Air. 

d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 terlalu umum dan dirasa belum 

mengakomodir tata kelola Sumber Daya Air di Indonesia.  Oleh karena 

itu kepada DPR agar segera merancang dan mengesahkan Undang-

undang yang mengatur Sumber Daya Air yang relevan dengan konteks 

kekinian. 
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